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Kantor Notaris

RUDY SIS“FANTO, SH PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DILUAR

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT PERINTIS TRINITI PROFERTI

Nomor : 37.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 27-9-20192 (dua puluh tujuh--
September dua ribu sembilan belas) ,-—---—=—====—=—==—-—r————
Pukul : 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu-—--—-—
Indonesia Barat) .————— = s e e e - e e S e e
-Berhadapan dengan saya, RUDY SISWANTO, Sarjana Hukum, ------
Notaris di Jakarta Utara, dengan dihadiri saksi-saksi, yang-
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :i-—-——-
-Tuan ISHAK CHANDRA, Warga Negara Indonesia, lahir di--———-—-
Surabaya, tanggal 14-8-1969 (empat belas Agustus seribu-----
sembilan ratus enam puluh sembilan), partikelir, bertempat--
tinggal di Jakarta, Kemandoran IV/50 FF, Rukun Tetangga-----

L 0Q3. Ru um Wargs 003, Kelurahan Grogel Utara, Kecamatan----

Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Nomor Induk Kependudukan:--
A S G B G G L o e e L el e 5 e 7 i i e
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan--
kuasa sebagaimana dimaksud dalam surat PERNYATAAN EEFUTUSAN-
PARE PEMEGANG SAHAM DILUAE RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR--—-
BIASA PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI, dibawah tangan, yang---
terakhir ditandatangani pada tanggal 27-9-2019 (dua puluh---
tujuh September dua ribu sembilan belas) bermeterai cukup---
dan dilekatkan pada minuta akta ini, karenanya bertindak----
untuk dan atas nama serta sah mewakili para pemegang sSaham--
dalam PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI, berkedudukan di Kota---
Tangerang vang anggaran dasarnya telah mengalami beberapa-—-—-
kali perubahan dan kemudian dirubah dengan akta yang dibuat-

dihadapan BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, Sarjana Hukum, Notaris, -
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di Kota Tangerang Selatan yaitu ————————-———————— e
- Bkta tertanggal lima Oktober duaribu delapanbelas—--~————-
(05-10-2018) Womor: 20 dan akta mana telah memperoleh—---—--=
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia--~---——-
Republik Indonesia sebagaimana termuat didalam Surat=----—--—--=
Keputusannya tertanggal sembilan Oktober duaribu-=—————eceeao
delapanbelas (09-10-2018) Nomor:-—-———————=--———————————e _____
AHU-0021027.AH.01.02.TAHUN 2018, dan Pemberitahuan—-——-------
Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data mana telah—-—--—--
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi-----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----—---
Fepublik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat————————
Penerimaan dan Pemberitahuan keduanya tertanggal sembilan---
Okteber duaribu delapanbelas (09-10-2018) dengan Surat--—----
masing-masing Nomor: AHU-AH.01.03.0250997 dan--------- ——————
AHU-BH.01.03-0250998 . — - e el
- Akta tertanggal dua April duaribu sembilanbelas—-————-—————
(02-04-2019) HNomor: & dan akta mana telah mempercoleh-------—-
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia--~--—--——-
Republix Indonesia sebagaimana termuat didalam Surat------—-=
Keputusannya tertanggal Sembilan April duaribu--=—==-—-—————--
sembilanbelas (0%-04-2019%) HNomor:—-————————==——==cmc e
AHU-0019471.AH.01.02.TAHUN 2019, dan Pemberitahuan----------
Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat dalam---
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum--
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana-------
ternyata dalam Surat Penerimaan dan Pemberitahuan Perubahan-
Anggaran Dasar tertanggal sembilan April duaribu sembilan-——-
belas (09%-04=2019) Nomor : ARHU-AH.01.03.0195420.-—-———--o—————

- RAkta tertanggal sembilan April duaribu sembilan belas-----
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RUDY SIS‘WANTUL

F89-04-2019) Nomor: 23 dan akta mana telah memperoleh-------

Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia--------—
Republik Indonesia sebagaimana termuat didalam Surat-————=
Keputus: nnya tertanggal sebelas Juni duaribu sembilanbelas——
(11-06-2019) Womor:AHU-0031242.AH.01.02.TAHUN 2018.----==""-

- Akta tertanggal sembilan April duaribu sembilan belas-----

(09-04-2019) Womor: 23 dan akta mana telah memperoleh------<

Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia----———-—
Republik Indcnesia sebagaimana termuat didalam Surat—==----——-
Keputusannya tertanggal sebelas Juni duaribu sembilanbelas--
{11-06-201%9) Nomor :AHU-0031242 AH.01.02.TAHUN 2019.——=--===-
- dan terakhir dirubah dengan akta tertanggal duapuluh enam-
September duaribu sembilanbelas {26-09-201%) Nomor: 120 dan-
akta mana telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat--—————-<
Keputusannya tertanggal duapuluh enam September duaribu--—-—-=-=
sembilanbelas (26-09-2019) Nomor: AHU-0075576.AH.01.02,-————
TAHUN 2019.-———————=-———————— == - — oSS o———m— oo so s s T
————————— (untuk selanjutnya disebut "Persercan”).---—---——""-
-Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas,—-———--
menerangkan kepada saya, Notaris :-——==-=-—=-----—-ooss-oTTETE
-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor-
40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,--
para pemegang saham Ferseroan telah mengambil keputusan-----=
tanpa mengadakan Rapat Umum Femegang Saham, sebagaimana-----
ternyata dari penandatanganan surat PERNYATAAN KEPUTUSAN----
PARA PEMEGANG SAHAM DILUAR RAPAT UMUM FPEMEGANG SAHAM LURR-——-
EIASA PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI tersebut, oleh seluruh--
pemegang saham Persercan yang mewakili sebesar--------—-—"7"--

3.280.000.000 (tiga miliar duartus delapanpuluh juta) -—-———---
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saham, sehingga dengam demikian keputusan-keputusan-----———-
tersebut adalah sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan---
yang sama yang diambil dengan sah dalam rapat.---==-—-—=—————
-3elanjutnya penghadap yang bertindak sebagaimana terssbut--
di atas dengan ini menyatakan keputusan para pemegang saham-

Perseroan, sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini: -—

Menyetujul perubahan status Persercan dari Persercan-----
Tertutup/Non Publik menjadi Persercan Terbuka/Publik atau
disingkat “Tbk"™ melalui Penerbitan dan Penjualan Saham---
Baru pada Perserocan, sehingga menyetujul dan menerima ———-
Perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Persercan untuk----—————-
selanjutnya seluruh Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan-----
ditulis dan berbunyi sebagai berikut ! -———-——-—---—-

——————————————— NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -------——~————"

1. Perseroan Terbatas ini bernama :-----———---—————cuo--
———————— “PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI Thbk"” -——------
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat-
dengan "Persercan"), berkedudukan di Kota Tangerang---
S A e e e e e e e e e e e o e
2. lPersercan dapat membuka kantor cabang atau Kantor-----
perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah-------
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi

dengan persetujuan Dewan Komisaris.----—-—=—===-—————

Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan atau --------
portepel persercan sehubungan dengan rencana Perserocan —-
untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham-saham ~-————-
Persercan kepada masyarakat dalam rangka IPO (Initig] ———
Fublic Offering) sebanyak-banyaknya 35% (tiga puluh lima

persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam —-
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Kantor Notaris |
RUDY SIS“’ANTO, SH I Persercan setelah penawaran umum saham atau sebanyak ----

banyaknya 1.766.153.800 (satu milyar tujuh ratus enam ——-
puluh enam juta seratus limapuluh tiga ribu delapan ---—-
ratus) lembar saham dengan nilai seluruhnya sebanyak ----
banyaknya Rp.176.615.380,000 (seratus tujuh puluh enam ——
mily: r enam ratus lima belas juta tiga ratus delapan ----
puluh ribu Rupiah) dengan nilai nominal per saham adalah
Rp.100,-(seratus Rupiah), dengan memperhatikan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar
Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku ditempat ———-
dimana saham-saham Persercan akan dicatatkan. —--—-——----
3. Menyetujui untuk pelaksanaan program Alokasi Saham —————-
kepada Karyawan (Employee Stock Allocation/ESA}) (Program
ESA), dengan jumlah alokasi sebanyak-banvaknya 0,23% ———-—
{nol koma dua tiga persen) atau sebanyak 4.100.000 --———-
{empat juta seratus ribu) lembar saham dari seluruh -----
saham baru yang akan ditawarkan/dijual kepada Masyarakat
melalui Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ----—----==---
memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku -
termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek -
yang berlaku ditempat dimana saham-saham Perseroan akan -
diecatatkan; —————--——————-er————— e ==
4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Persercan -————
untuk menetapkan keéentuan ketentuan/syarat-syarat dalam
rangka Program ESA termasuk menentukan tahapan dan tata -
cara pengalokasian saham, yang mana penetapan tersebut —-
dengan persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan ———————
memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku -
termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek -

yang berlaku ditempat dimana saham-sahamPersercan akan --
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dicatatkami ——— === === =— - —————
Menyetujui dan menerima pelaksanaan konversi Mandatory --
Convertible Bond (“MCB") yang akan dilakukan pada ———----
tanggal pencatatan saham Persercan di BEI (listing) -----
dengan harga konversi sesuai dengan harga IPO Persercan,

serta untuk selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang --—-—
penuh kepada Direksi Persercan untuk mengambil tindakan -
sang dipandang baik dan perlu sehubungan dengan hal —----
tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan

jumlah saham konversi MCE yang akan dilakukan. Terhadap -
pemegang MCB tersebut tidak mendapatkan Waran Seri I ————
yang akan diterbitkan oleh Perseroan =sebagaimana akan —-—-
dijelaskan di bawah ini; ——————————— e e e
Menyetujui dan menerima Penerbitan Waran sebanyak ———=--=
banyaknya sejumlah 706.461.520 ({(tujuh ratus enam jutg —-—-
empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh) --
Waran seri I, dengan ketentuan sebagai berikut @ -—————-
a. Bahwa Waran Seri I diberikan secara cuma-Cuma sebagai
insentif kepada Para Pemegang Saham baru yang namanya
tercatat didalam daftar penjatahan Penawaran Umum----
yang dilakukan oleh Biro Administrasi Efek pada---——-
tanggal Penjatahan, dengan ketentuan Rasio waran-----
adalah 5 : 2 vyaitu (setiap 5 (lima) Saham Baru akan--
mendapatkan 2 (dua) Waran Seri I), untuk jangka waktu
3 ffigal) Tahn.---r—rs-ror— oo T T T TS T T T
b. Bahwa Penerbitan Waran Seri I tersebut tunduk kepada-
syarat—-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana----
termuat dan diatur didalam Akta Pernyataan Penerbitan

Waran Seri I PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI Thk, ~=----

berikut lampiran-lampirannya dan perubahan-------—----




Kantor Notaris
RUDY SISWANTO, Sil

‘parubahannya dan/atau penambahan-penambahannya -------
dan/atau pembaharuan-pembaharuannya vang akan dibuat-
dikemudian hari.-—--==——-—-oomoee oo __

‘T, Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan atauy ————————
portepel persercan dalam jumlah sebanyak-banyaknya ———-——
sejumlah 706.461.520 (tujuh ratus enam juta empat ratus -
enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh) saham hasil --
pelaksanaan Waran Seri-I, dengan memperhatikan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak ---
terbatas pada peraturan-peraturan Pasal Modal dan Bursa -
Efek Indonesia, dan memberikan kuasa kepada Dewan ——=---
Komisaris Perserocan untuk menyatakan dalam suatu akta ---
notaris mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan -—---
sehubungan dengan pengeluaran saham hasil pelaksanaan —-
Waran Seri-I tersebut; --——-----o-—— .
8. Menyetujui dan menerima perubahan maksud dan tujuan —=----
Persercan guna menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku --—-——-
Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017), -———====
sehubungan dengan perubahan tersebut merubah Pasal 3 ———
Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya ----
seluruh Pasal 3 Anggaran DasarPersercan ditulis dan -----
berbunyi sebagaiberikut @ —————————

———————— MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ———--———

1. Maksud dan tujuan dari Persercan ini ialah :---—- —_——
- Berusaha dalam bidang Real Estat; —————-=-—==---———

2. Untuk mencapal maksud dan tujuan tersebut diatas-----

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama----
yaitu sebagai berikut; —-——-—--erero— ———

- Menjalankan usaha-usaha dibidang Real Estat yang -
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dimiliki sendiri atau disewa yang mencakup usaha-

Secara permanen,

pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian
real estat baik yang dimiliki sendiri maupun —-----
disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan ---———
tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal -
{seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan —-—-
pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) ---
serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen ---

dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan ——----

baik dalam bulanan atau tahunan.

Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan --
gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk -----———«
penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), ———===-
pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa -
pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan --———-
tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipimdah ————

pindah, - - ——---->»— o ———— — — — ———

Menyetujuil dan menerima Perubahan susunan Pengurus —---—-—-—

Persercan yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh -———

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Persercan yang lama -

dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acguit et de

charge) selama masa Jjabatannya dan mengangkat anggota -=--

Direksi dan Dewan Komisaris Persercan yang baru sehingga

untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris ---

Direktur Utama

Direktur

Direktur

Direktur

Tuan

Tuan

Tuan

Tuan

=
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RUDY SISWANTO, %I lI

- Direktur : Tuan STANLEY SETIADI; ------—--<
- Direktur Independen : Tuan YOHANES EDDY CHRISTIANTO; -

DEWAN KOMISARIS : ———————————— e — e —— ——

- Komisaris Utama : Tuan SEPTIAN STARLIN; ----==—=-7

- FKomisaris : Tuan DR. Ir. MATIUS YUSUF;----——

10.

- FKomisaris Independen: Tuan DR. Ir.ERMAN SUPARMO; ————-—
Melakukan pencatatan seluruh saham-saham Perserocan di---
Bursa Efek Indeonesia, baik Saham Baru yang akan------———-
dikeluarkan dalam ramgka Penawaran Umum Perdana, saham---
Persercan maupun saham-saham yang telah dimiliki oleh--——-
Para Pemegang Saham Persercan (“Company Listing”).--—-—-——-
1.-Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Persercan
dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan --
yang diperlukan dalam rangka efektifnya dan/atau---------

pelaksanaan keputusan keputusan sebagaimana dimaksud di--

i.-Membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan
Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas-----
Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info --
Memo atau Offering Circular dan/atau dokumen-dokumen lain
sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum-------
Perdana Saham-saham Perseroan dan Company Listing; ——-—-———
ii.-Mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, ---
Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas----——-
d: n/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau -———-
dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham-saham Perseroan
maupun Company Listing; --————"—"-"——=——=—"7=7—=————T-—==—=—===—-
iii.-Membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan-—---
Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Bdministrasi saham, —--

Perjanjian Pengelclaan Administrasi Waran, Pernyataan-——-
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Penerbitan Waran dan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan - i
Efek; -—————- e e ‘
iv.-Membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran---- ,
Efek Bersifat Ekuitas dengan PT. Kustodian Sentral Efek——
Indonesia) —=——— == —m e e e e e
V.-Menunjuk para profesi penunjang dan lembaga penunjang -
Pasar Mocdal (termasuk tetapi tidak terbatas pada--------—-
Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, -----——-
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, ———---
Kantcr akuntan Publik, dan Penilai Independent); ---------
vi.-Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat -------
Pernyataan Pendaftaran, permohonan Pencatatan efek-----——-
dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas-
Jasa Keuangan (0OJK) dan PT. BURSA EFEK INDONESIA (™Bursa-
EfaekIndonasia®™), yang mana relevan; ————-—=—=—————————————===
vii.-Memberikan segala informasi dan/atau data yang------
diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham---
sgham Persercan dan Company Listing; ——————————>———==——— et
viii.-Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau------- -—
Menandatangani pernyataan, surat, akta perjanjian-———----
dan/atau dokumen-dokumen lainnya; -==----—==============———
ix.-Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan-----
instansi-instansi yang berwenang, seluruhnya tanpa ada---
yang dikecualikan sebagaimana disyaratkan dalam perundang
undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada
peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa---
Keuangan (0OJK) dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia; —-
x.-Menitipkan saham Persercan dalam penitipan kolektif -
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia sesual dengan----=---

peraturan yang berlakw; dan------=-----——==--——————————— e

|
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{xi.-Mencatatkan seluruh saham-saham Perserocan yang telah-

dikeluarkan dan disetor penuh dan Waran Seri I pada Bursa

Efek Indonesia.---------wommm .

’2.—Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan -

untuk menentukan jumlah pasti saham vyang akan dikeluarkan

dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham-saham Perseroan

serta Untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar yang------—

diperlukan sesuai demngan hasil pelaksanaan Penawaran Umum

Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar —-—-

Perseroan sehubungan perubahan status Perseroan menjadi -

Ferserocan Terbatas Terbuka/Publik antara lain untuk ---=--

disesuaikan dengan : ——=------—————— - ______________

a.

Feraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok
Anggaran Dasar Perserocan Yang Melakukan Penawaran
Unmum Efek Bersifat EkuitasDan Perusahaan Publik,
Lampiran Keputusan Bapepam-LE Nomor: Eep-179/BL/2008
tanggal empatbelas Mei duaribu delapan (14-05-2008);
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: ——=-—-—————=———n
32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan --
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka——--————==
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas--—-
Jasa Keuangan Nomorl0/POJK.04/2017 tentang Perubahan-
Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NMomor --————————
32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan——
Mapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; —----—--
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ———-——=—=cc——=—ac
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris--
Emiten Atau Perusahaan Publik, serta peraturan —------

perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik---

R i T O T DT B i a1
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Indonesia) ——-— oo

Sehingga mntuk selanjutnya anggaran dasar Persercan menjadi-

berbunyi sebagai berikuts-—emmmam
———————————————— NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----———————=-————
————————————————————————— Pasal 1 -—--————--—=—=————o———
1. Perserocan Terbatas ini bernama :; —-————=====-—-c-—c— st

------ " PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk." —————---——-—

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat
dengan "Persercan"), berkedudukan di Kota Tangerang —-----
Selatan. —————————m e
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor --—-—---
perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah -==--———-
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh ——=-—-———-
Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris, ————————
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangam yang —— |

berlakuy. ——————m-—m o ————

-Perseroamn didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas-

lamanya.—————==——=

--------- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA---—-—===—--u

1. Maksud dan tujuan dari Perserpan ini ialah =-—-—-————a___

-Berusaha dalam bidang Real Estat; - ————===———— 0 ____
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas------—-—--
Persercan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama —-—-—----
yvaitu “sebagal berikut: —cccermmmmmme s Cmmmme———— oL

- Menjalankan usaha-usaha dibidang Real Estat yang---—--

dimiliki sendiri atau disewa yang mencakup usaha-—-———

pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian-——-
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real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, -
seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal —-
dan bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat ----
pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat—-
perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan-
flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan ————-
untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan--
atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, ————-
pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri-------
{untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), -——-
pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa-----
pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat -

tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah. --——---

1, Modal dasar Persercan adalah sebesar ——=——— e

Rp. 1.250.000.000.000,-(satu trilyun duaratus limapuluh-----

milyar rupiah)yang terbagi atas 12.500.000.000 (duabelas----

milyar limaratus juta)

saham dan masing-masing saham —------

bernilaji nominalsebesar Bp. 100,- (seratus rupiah).----——-—-

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor -

sebanyak 3.280.000.000 (tiga milyar duaratus delapanpuluh —-

juta) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar

Bp. 328.000.000.000,-

(tigaratus duapuluh Delapan milyar———-

rupiah) ocleh Para Pemegang Saham Yang telah mengambil--————-

bagian saham dan rincian

disebi tkan pada akhir

serta nilai nominal saham yang ---

3. BSaham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh

Direksi menurut keperluan modal Persercan, pada waktu dan--—-

dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat--—-

13



Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham-------- [

(selanjutnya disingkat"RUPS"),dengan mengindahkan---——-—-——-—

ketentuan Anggaran Dasar, Undang-Undang nomor 40--——————————

Tahun 2007 (duaributujuh) Tentang Persercan Terbatas-----——--

("UOUPT"} dan Peraturan perundang undangan yang—---—-=--—-—-—————-

berlaku diRepublik Indonesia termasuk peraturan—-——-—----————-

perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek di

Eepublik Indonesia, sepanjang pengeluaran saham tersebut

tidak dengan harga di bawah harga nominal.-—-———-—————==—————

4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang -----

baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud —--—————

wajio memenuhi ketentuan sebagai berikut: ————===eee—o—o

d.

Jb.

benda yang akan dijadikan seteran modal dimaksud----—-
wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan--
RUPS mengenal penyetoran tersebut; —————==-———————ua__
benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib-----
dinilal oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa-
Keuangan ("GJEK") dan tidak dijaminkan dengan Cara----
APaPUN — == s e e e e
memperoleh persetujuan RUPS; =====——————————==eeeoo___
dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran-------
modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang----
tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus———--————-

ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; —=-—--———————_-

dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba------
ditahan, agic saham, laba bersih Perserocan, —-———-=--—-
dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, -----
a#gio saham, laba bersih Persercan, dan/ataun--—-—————__

unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah-———-—————
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yang telahdiperiksa oleh Rkuntan yang terdaftar di ——

CJE dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.------———

5. RUP3 yang memutuskan untuk menyetujul Penawaran - ————-———-—
Umum, harus memutuskan: ——————=————=—===— e ——m————
a. Jjumlah maksimal saham dalam simpanan yang akan-------
dikeluarkan kepada masyarakat; dan--—-—-————===eeeoea———n

b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk---—------

menentukan jumlah pasti saham yang dikeluarkan-—-—----
dalam rangka Penawaran Umum tersebut. Kuorum==-=---———-—
dankeputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran-------
saham dalam simpanan melalui Penawaran Umum harus---

memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar -

©. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan -
dengan cara penawaran umum terbatas, maka seluruh ——-===-=
pemegang saham yang namanya telah terdaftardalam Daftar -
Pemegang Saham pada tanggal yangditetapkan oleh atau ———-
berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan -------—-
peratuwran perundang undangan dibidang-Pasar Modal di ----
Fepublik Indonesia mempunyai hak untuk membeli terlebih
dahulw saham yang akan dikeluarkan tersebut - ——-—-—--——
(selanjutnya hak tersebut disebut juga dengan ——————-===-
"Hak Memesan Efek Tarlebih Dahulu" atau disingkat ———=---
"HMETD" ) dan masing-masing pemegang saham tersebut ———---
akan memperoleh HMETD menurut perbandingan jumlah ———--——-
saham vang tercatat atas namanya dalam Daftar Pemegang --
Saham yang dimaksud di atas dengan penyetoran tunai ---—-—-
dalan jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh atau -———-

berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran ——
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saham baru terssbut; —————-
HMETD harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam --——
jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan —----
pasar modal] terkait; ————rr——rrmm————— e —————— -—
-Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas —-
harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS pada -
waktu dan dengan cara dan harga serta dengan persyaratan
yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan keputusan ----
RUFZ, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, -—-—
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik ---
Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di —————-
Bidang Pasar Modal diBepublik Indonesia; —====-———————— -
- Apabila dalam waktu sebagaimana yang ditentukan----——-
O'sh ataw berdasarkan keputusan ROPS terssbut —————— -
diatas, para pemegang saham Persercan atay-—-——-m===v——u .
pemegang HMETDtidak melaksanakan hak untuk ——==--———--
membeli saham yang telah ditawarkan kepada —————————__
mereka dengan membayar lunas dengan uang tunai, -—---—-—-
maka Direksi mempunval kobebasan untuk -=-————————me———
mengeluarkansaham tersebut kepada pemegang saham —————
atauv pemegang HMETD vang hendak membeli saham ———---~—-
dalam jumlah yang lebin besar dari porsi ————————=———
HMETDnya yang telah dilaksanakan, dengan -—-—---—————- -—
ketentuvan apabila jumlah sabam yang hendak ——=-—-———— --
dipesan dengan melebihi jumlah porsi —-———==—————oooa_
HMETDnya tersebut melebihi jumlah sisa saham yang ---—-—
tersedia, maka jumlah sisa Saham tersebut harus ———-——
dialeokasikan diantara pemegany saham atag --————————__
pemegang HMETD vang hendak membeli saham Ilebih, ———-———

masing-masing seimbang dengan jumlah HMMETD yang ---—---
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— telah dilaksanakan,demikian dengan —==—==——-cc 0 mmao

mengindahkan peraturan perundang-undangan ------—-————-
dibidang Pasar Modal diRepublik Indonesia; ——--———====
Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat --———-
| sisa saham, maka sisa saham tersebut akan ————————===m
dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak yang —-———------—-
telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa --———-
saham tersebut dengan harga yang tidak lebih ——=-=---—-
rendah dari dan sesuai dengan persyaratan yang —-—-----
ditetapkan oleh RUPS yang menyetujui pengeluaran —--—-—-
saham tersebutdengan mengindahkan ketentuan —-————————-
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan ------
di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; ------———-—
Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) di atassecara -------
mutatis-mutandis juga berlaku dalam hal -—=-——————eeo—v
Persercan mengeluarkan obligasi konversi dan/fatau ----
Warandan/atau efek lainnya vang sejenis ————————————o——
tersebut,dengan mengindahkan ketentuan Anggaran ---—-——-—
Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang -----

Pasar Modal di Republik Indonesia. ————————-meeo_ S

7. Direksi Persercan dapat mengeluarkan saham baru tanpa —--
memberikan HMETD sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen)
dari Modal Ditempatkan pada Waktu diperolehnya —-—---————

persetujuan RUFS atau jumlah lain yang lebih besar -————-

B. Atas pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam -----
simp anan kepada pemegang obligasi konversi, waran--—-—-—----
dan/atau efek lainnya yang sejenis dengan itu, —=-———-— o

Direksi Perservan berwenang untuk mengeluarkan--—--—-———==-

Colis o s ot £ SR SR



Saham tersebut tanpa memberi hak kepada para-------------
Pemegang sahamyang ada pada saat itu untuk membeli ——----
Terlebih dahulu saham yvang dimaksud, dengan------—-———- —_——
Mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan-------—---
Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal -—-----
di Republik Indonesia; Direksi juga berwenang--—-------—-——-
mengeluarkan saham vang masih dalam simpanan, ——————-———
obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya, -
tanpa memberi HMETD kepada pemegang saham yang ada, ——————
termasuk melalui penawaran terbatas (private placement) --
atau penawaran umum, dengan ketentuan bahwa pengeluaran—-
saham, obligasi konversiwaran dan/fatau efek konversi -----
lainnya tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih ———
dahulu dari RUPS serta dengan mengindahkan peraturan-----
perundang—-undangan dibidang Pasar Mocdal di Republik-——---- 4
T S A, = e e e e e e -——— -
‘9. Ketentuan yang termuat dalam ayat (3), (4), (5} dan -—---
(6) Pasal ini secara mutatis-mutandis juga berlaku-------
dalam hal modal dasar ditingkatkan dan diikuti-----=---—--

penempatan saham lebih lanjut. --—-—---------"-"-""-"-""--oo

rlﬂ.Palaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk-------
pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau-------
Efek yang mengandung hak untuk mempercleh saham, - —---———-
dapatdilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Persercan---
terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek-——-————----

tersebut, —s————— = mm e —————— e e

11.Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah---------
terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan —--——----
mempunyai hak-hak yvang sama dengan saham yang -—-—————————

mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan ————————
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Fersercan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri--
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. ---—————
12.Penambahan modal dasaryang mengakibatkan modal----——————-
ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua ----
puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan ----
SEePANJANg @ ———mm e e e e

a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah-----

modal dasar;———-—=—=--—————m e o
| b. telah mempercleh persetujuan Menteri Hukum dan---—-——-
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;---—-—-———————==-=

c. penambahan modal ditempatkan dan disetor--——-——————===

sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh -----
limapersen) dari modal dasar wajib dilakukan ---—--—-
dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) ------- o
bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana---------
Dimaksud dalam ayat(12) huruf (k) Pasal ini; —-—-=-=---
d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana-------
dimaksud dalam ayat (12} huruf (c) Pasal ini-----———
tidakterpenuhi sepenuhnya, maka Persercan-------—- ——
harus Mengubah kembali Anggaran Dasarnya, ———-——=—==———-
sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ----
ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, ---———-
dalam Jjangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka —--—-—
waktu dalam ayat (12)huruf (c) Pasal ini tidak------
terpenuhi; ———c-cmm o e~
‘. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat--—-——-
{12} huruf (a) Pasal ini termasuk juga----=-==——-——-e——o

Persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar—-—--—----————
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sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) horuf (d)-------

Pasal ini, === e
13.Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan---——-———
modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya - ———~————-
penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal —-———-
disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima —~———--
persen) dari modal daszar dan mempunyal hak-hak ——==———-__
vang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan ———————__
clehPersercan, dengan tidak mengurangi kewajiban —-—-—-———
Persercan untuk mengurus persetujuan perubahan---—-—————
Anggaran Dasardari Menteri atas pelaksanaan ——----——=———__

penambahan modal disetortersebut. —————— . ________

l4.Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan-------
HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam--~—————
hal pa:ngeluaran saham t-----=ooe——_______________ 4
a. ditujukan kepada karyawan Perseroan; ——-—-———-——mmmcoo—_

b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek-——-—————

lainyang dapat dikonversi menjadi saham, yang--—---——-—-
telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; —————————_
!c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau------——-
restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; ~———--

dan/atau -

Jd. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang--—--—=——--
Fasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal —-——-—

Tanpa HMETD. ~== ==

l.-Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah-~————-
saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya—-—~———-=

yang terdaftar dalam buku Daftar Pemegang Saham.--——————c——uo
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12 . -Persercan dapat memngeluarkan saham dengan nilai-----———

nominal atau tanpa nilai nominal. ———====-=mm——eceer o

3.-Pengeluaran saham tanpa nilai neminal wajib dilakukan----

sesual dengan peraturan perundang-undangan di bidang ———-
BaEar MOda ), o e e e e e e
4,-Persercan hanya mengakul seorang atau satu badan hukum---

sebagal pemilik satu sabam. -

5.-Apabila saham karena sebabapapun menjadi milik beberapa -

crang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu --————
diwajibkan menunjuk secara tertulis seorang di antara----
mereka atau menunijuk orang lain sebagai kuasa mereka-----
bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah -
yvang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum -

atas saham tersebuti———-—somormrmrm st s e e S

6.-Selama ketentuan tersebut diatas belum dilaksanakan,—-—--—
para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan ——
suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk ----
saham itu ditangguhkan., ------------——f————— - ————-
‘?.—Dalau hal saham Persercan tidak masuk dalam-=-===-——-————-—
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan--------
Penyimpanan,maka Perserocan wajib memberikan bukti -------
pemilikan saham berupa surat saham atau surat —-----—————
kolektif saham kepadapemegang sahamnya. ———————————=====-
B.-Apabila dikeluarkam surat saham, maka untuk setiap-------
saham diberi sehelai surat saham. ———=---emmmmm -

9.-5urat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai Bukti-----

pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki --------
oleh seorang pemegang saham. ————————=mmmmmm———c—— e
10.-Paia surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya:——

&. nama dan alamat pemegang saham; ——-—------oemmrm————
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b, ‘nomor surat SaRam) —-=———mm e e nnn

O Tt hominal Sahamy s s st s e R R S T
d. tanggal pengeluaran surat saham.--————-—-—————==——eo___
€. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya------———

harus dicantumkan ;-———--=-c——ooe o ____ ——————

f. nama dan alamat pemegang saham;-——--—===———————o________

g. nomor surat kolektif saham;————=————————e oo
h. nomor surat saham dan jumlah sahamj-—-—————==————_____
i milai mominal sghamy=—scosecseoiiacnmanannnssans

J. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. ——-—-———=—————

11.-Surat saham dan/atau surat kolektif saham harus—----—-—---
dicetak sesual dengan peraturan perundang-undangan ~-----
dibidang Pasar Modal di Republik Indonesia dan —-—-—-—————
ditandatangani oleh Direktur Utama dan seorang ——-——~——=-=-=
anggota Dewan Komisaris, yang ditunjuk oleh Rapat -=w==-=--
Dewan Komisaris,atau tandatangan tersebut dicetak ——————
langsung pada suratsaham atau surat kolektif saham ——---

Yang bersangkutan., —-———— o

1Z2.-Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif~————-
pada Lembaga Penyvimpanan dan Penyelesaian atay ————~—————
padaBank Kustodian, Perseroan waljib menerbitkan - ——~—————
sertipikatatau konfirmasi tertulis kepada Lembaga ————==—
Penyimpanandan Penyelesaian atau pada Bank ————=———o—____
Kusteodian yang ditandatangani eleh Direktur Utama ——---
atau seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh —————eo_
Hapat Direksi bersama-sama dengan seorang anggota =---———
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan —---—-—————
Komisaris atau tandatangan tersebut dicetak —-—-——w-——wo

langsung pada konfirmasi tertulis., ——==—————mm— o _____

13.-Konfirmasi tertulis ¥ang dikeluarkan oleh-==————-—eu_____
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lllqurﬁlsvaJ‘i{)’ '| Ferseroan untuk sahamn yang termasuk dalam Penitipan -----

Kolektif sekurang-kurangnya harus mencantumkan ; ----———-
‘a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan---------- e
Penyelesaian atau Bank Kustodian yang-------——-—===--
melaksanakan Penitipan Kolektif yang ————————————————
bersangkutan; ————————= === "= s =
tanggal pengeluaran konfirmasi tertulig; —=—====c==————
L. Jjumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi-----—--—-

tertulig: ——ccom e e ————— -

c, jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam---——-

konfirmasi tertulis; ——=======—— e ———
ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan---—————-
Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah--—--===--

sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu-------——-

‘d. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk-------

pengubahan konfirmasi tertulis. ----—m——— @ ———-

‘14-—59tiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk--------
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan --------
yangdiambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan ----———-
perundang-undangan, ——————————mmmmmm e — e
‘15.-Untuk saham Perseropan yang tercatat dalam Bursa------———-—
Efekdi Republik Indonesia berlaku peraturan ——--—-—------—-—-—
perundang undangan dibidang Pasar Modal dan UUPT di-----
RepublikIndonesia. ——————===—=—=— - —— —
‘16.~5E1uruh saham yang dikeluarkan Persercan dapat-—-—----
dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan —-----—-——-—
perundang-undangan mengenal pemberian jaminan ———-———=---

caham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -———-

Modaldan T S S p——
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————————————————————— = Pasal 6—-—————---——— e ___
1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat --—--~--———- ;
saham tersebut dapat dilakukan jika 1 ——-—————————_———
a. pihak yang mengajukan permohonan —-—————=-—————«_____
penggantiansaham adalah pemilik surat saham =------
tersebut; dan === mm
b. Persercan telah menerima surat saham yang rusak. -=---
‘2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak ~————--
setelah memberikan penggantian surat saham, ———==——————__
IB. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat ——-—-————-
saham tersebut dapat dilakukan jika : ——==———————____
a. pihak yang mengajukan permchonan penggantian--—----———-
saham adalah pemilik surat saham tersebut; ——-—-————e—___
b. .erserocan telah mendapatkan dokumen pelaporan-————-—-
DariKepolisian Republik Indonesia atas----—————«__——-
hilangnya surat saham tersebut; -———===-——————m_____
'c. pihak yang mengajukan permohonan penggantian---—-———_
saham memberikan jaminan yang dipandang cukup-—-—————
oleh Direksi Perseroan; dan--———--———==——cccmmmo_____
‘d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang-----———
]hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana----————-
saham Perseroan diecatatkan dalam waktu paling —-———-=
kurang 14 (empat belas) hari sebelum —-=-—————mcmu__
pengeluaran pengganti surat saham. ~===-———===——oo____
4. Ketentuan tentang surat saham dalam ayat (1), ayat —-----— .
(2) dan ayat (3) Pasal ini, berlaku pula bagi surat-—-———-
kolektif saham; ~—————— e

-Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, Surat saham -

yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi ————-

——— _*W&
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3.

terhadap Perseroan. —————————————m—— e e

|5-—5Emua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran------—-----

surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang ---———-

saham yang berkepentingan. —===———=

[E-FUntuk pengeluaran pengganti surat saham yang--—————-—-=-----

hilang yang terdaftar pada Bursa Efek di Republik -------
Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di---—————
bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di ---—-———-
Republik Indonesia di tempat saham Persercan -------————-—
dicatatkan serta wajib diumumkan di Bursa Efek ————=====-
dimana saham Perserocan tersebut dicatatkan sesuaji ----——-—-
dengan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia ------

di tempat saham Perseroan dicatatkan., ——————=====—=e—————

7.-Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)----—----—=--

Sampal dengan ayat (6) Pasal ini mutatis-mutandis --———--

berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

———————————————— PENITIPAN KOLEKTIF -—————————————o—————

Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga —-—————-—=—--
Penyimpanan dan Penvelesaian dicatat dalam buku --=-------
Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dam
Fenyelesaian untuk kepentingan Pemegang rekening Efek ——-
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. ————————-=—=--
Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustedian --————
atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek ——————--
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas ————------
nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang -—----==---
bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening =-----——-
Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

Apibila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank --------

DS R D AR L R TR R R e e et T e




Kusteodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksg -——
Dana bherbentuk Kontrak Investasi Kolektif Dan tidak -——~=
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga —-~———-~———a.
Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan ———-———
mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang ——-
Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik
Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak —~————-
investasi Kelektif, —-weee . __
Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasgi —-—
Tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ——--—
sebagyaimana yang dimaksud dalam ayat{l] Pasal iniatay --—-
Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat [3) -
Fasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar —-
Pemegang Saham. -~——-veeeee L ____
Persercan wajib memutasikan saham dalam Penitipan =-m.———
Kolexktif yang terdaftar atas nama Lembaga ——=—————m—n
Penyimpanan dan Penyslesaian atau Bank Kustodian -——-—-
untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi -———-m—me___
Eolektif dalam Buku Darftar Femegang Saham menjadi —-————_
atas nama pihak yang ditunjukoleh lembaga Penyimpanan ---
dan Penyelesaian atan Bank Kustodian dimaksnd. —e-—e——— -
—Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga —---———w——« —_
Penyimpanan dan Penveiesaian, atau Bank Eustodian —~——---
diajukan secara tertulis kepada Persercan atal ——————— oo
Biro Administraszi Efek yang ditunjuk Persercan, ——-w——w__
Lembaga Penyimpanan dan Penvelesaian, Bank ——w——— o __
Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan ——-———o_
Eenfirmasi kepada pemegang rekening Efek sebagai ——~——--_
tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. ————— e __

Dalam Penitipan Kolekttif setiap saham yang dikeluarkan ——
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Perserocan dari jenis dan klasifikasi yang sama adalah ---

“epadan dan dapat dipertukarkan antara satuy dengan yang -

Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam —=--—--—
Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut —————————
hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang ——---———-
meminta pencatatan dimaksud dapat memberikan bukti ------
dan/atau jaminan yang cukup bahwa VANg —==c—— e
bersangkutan adalah benar pemilik vang sah dari ————-———-
saham vang hilang atau musnah tersebut dan saham ————==--
tersebut benar-benar hilang atau musnah. ===-———ceemae——-
Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam ————-——
Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan ——-—
diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan --

atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. —---—---—————

ylﬂ,Pemegang rekening Efek yang efeknya tercatat dalam—-——----

‘11.

| Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau ———=—-—--———————
mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah ---——-
saham yang dimilikinya dalam rekening Efek tersebut. ———-
Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan -————--—-——
suara dalam RUPS adalah pihak Yang namanya ——=-=-—-———————-—
tercatat sebagai pemegang rekening Efek pada ———=-————==-—
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau namanya ——--=--—-—
tercatat sebagai pemegang sub rekening Efek dalam---—--—-
rekening Efek milik Bank Kustodian atau Perusahaan —-———-

Efek 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Pemanggilan ---—-

12. Bank Eustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan --

daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham --——--

Persercan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang —----
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14.

15:

rekening kepada Persercan dalam waktu paling lambat 1 ---
{satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS ----—--
dilakukan untuk didaftarkan dalam Daftar pemegang Saham -
yang khusus disediakan dalam rangka penyelenggaraan RUPS
yang bersangkutarn. ——————mem e e
Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara —-—-
dalam RUPS atas saham Persercan yang termasuk dalam --——--
Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan —-
bagian dari portofolic Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak
Investasi HKolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan-—-
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, —----
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut —————- -———-
wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut ----—-
kepada Persgrﬂan selambacnya 1 (satu) hari kerja ---———-
sebelum tanggal pemanggilan RUPS. ———=====—=————————aa_.
Persercan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, -—-—-———
ata. hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan —--=—————
saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga --————----
Penyimpanan dan penyelesaian dan seterusnya Lembaga ---
Fenyimpanan dan Penyelesaian menyerahkan dividen, ===---—-—-
saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank -----———=-=-
Kustodian dan/atau Perusahaan Efek yang tercatat -——-----
sebagal pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan —------
dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan -———-—-———-
kepada pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian -—---—-——-
dan/atau Perusahaan Efek tersebut. ---=------""-"-"--"--"—"——nuu-
Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, —-—-———-
atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan -—===———
saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam —————————-

Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang —-—---—-=-=-———-
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yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak --——-
trmasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga —---------
Penyimpanan dan Penyelesaian. ———————=r———mmmmmmmma e ———
16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang -———---
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau ------
hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham ===-———-
dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau ——-—————----
berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan Bank ---—-—--
Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan ------—-
daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham --———-
Fersercan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang -——-
rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan ———
Penyelesaian,paling lambat pada tanggal yang menjadi ----
dasar penentuan pemegang saham vang berhak untuk ----——-—
memperoleh dividen,saham bonus atau hak-hak lainnya ----
yang selanjutnya akan menyerahkan daftar tersebut yang -
telah dikonsolidasikan kepada Direksi Perseroan --—-—-——-—-—
selambat-lambatnya 1 (satu)hari kerja setelah ——===--- =R
tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang ------————-—-—
saham vang berhak untuk memperoleh dividen, saham -———=-=--~-

bonus,atau hak-hak lainnya tersebut. ———————=mmeee~—mn

———————————————— PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM —-——-——----————mm

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, --———

pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar ----———-—
Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai -------———=-=
pemegang saham tersebut sampai nama pemegang saham —-----
vang baru telah terdaftar dalam Daftar Pemegang ——————----

Saham Perseroan dengan memperhatikan peraturan ——----———-




Perundang-undangan dan ketentuan Bursa Efek di --—————o—
Indonesia dimana saham Perserocan dicatat. ——====-—-c—cceaoo_
Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta --———-—--—
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan
dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah
¥ag menerimanya pemindahan buku dan yang memindahkan, ---
Akta pemindahan hak atau dokumen lain-lain —====-————ac___
sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) Pasal ini --———-
harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang —--—--
dapat diterima oleh Direksidan salinannya ————=--————————__
atau aslinya disampaikan kepada Perserocan, dengan —-—--——-
ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang —-
tercatat pada Bursa Efek diIndonesia harus memenuhi --——-—-
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal —--—----
diIndonesia termasuk peraturan yang berlaku pada Bursa —-
Efek di Indonesia di mana saham Perserocan dicatat. ------
Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam ——————=-———-
rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagaji ————---—-—
mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari ------
suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama ———-
individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening -——-
dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan ——-=-=—————-
pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi sebagaimana -
dimaksud ayat (5) Pasal 7 di atas. ———=-—————————=m=mac—n_
Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan ————-==————
Apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah ------
dipenuhi.Pemindahan hak atas saham harus dicatat ————————
baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada ————————————
surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan; -

Catatan itu harus ditandatangani oleh Direksi atau ------

e f&mL:a&tﬁﬁ;ﬂiﬁuumﬁﬂniﬂiﬁidiI!
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oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi. -

Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dap --———————--

dengan

memberikan alasan untuk itu, dapat menolak ----——-

untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam -----—-

Daftar

Pemegang Saham apabila ketentuan dalam ------- A

Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila - ————---

salah satu persyaratan dalam pemindahan saham tidak -----

terpenulii. —=-——— e

Jika Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan ------

hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan

penclakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya —----

selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal -—-——=———-

permchonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, -

dengan

ketentuan mengenai saham Persercan yang tercatat -

di Bursa Efek di Indonesia dengan memperhatikan ----- S

peraturan perundang undangan diIndonesia. --—==c-cc—mem-

Daftar pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) ----———-

Hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal ---—-—--

Iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama —----

Para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat ---———-

vang dimaksud. ———==-omemmmmmm e S

Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam --————----—-

Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan =-=--——-

dari satu rekening Efek ke rekening Efek yang lain ----—--

pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank --————---

Kustodian atau Perusahaan Efek. —==—————oeu o .

Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham --——---

karena kematian seorang pemegang saham atau karena --—----

suatu alasan lain yang mengakibatkan pemilikap —-—-————===-

Suatu

saham beralih karena hukum, dengan mengajukan ----
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permchonan secara tertulis dan melampirkan bukti haknya -
sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, akan —--—-————--
didaftarkan sebagai pemegang dari saham tersebut; ———————
Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi dapat —----
menerima dengan baik bukti peralihan hak itu, ————=—--——-
tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ——--—--——--
serta peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -—----

Modal diIndonesia, ———==—— e

1l. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam -—--——m====
Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan -------
hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak--——--—--—
atas saham harus berlaku pula secara mutatis-—-—————- PO
mutandiis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat------

{(9) dari Pasal inl. -——=—=m—cem— e e

———————————————— RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM —-——————————-————
————————————————————————— Pagal 9 -———---————————————— e
1. RUPS terdiri atas @ ———--emmmmmm
a. RUPS Tahunan; ——————=——————— e

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini--—--—-—-———-—
‘Disehut juga RUPFS Luar Biasa.--—=—===———————===meeeoo_

’2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ————— ——___
keduanya, yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa--——————
kecuali dengan tegas ditentukan lain, ——===—————ommmmo___

3. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun. = —————————=—o____
4. RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan —---—-———————_

Diadakan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan------—-—-—

Setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan------

dalam RUPS tersebut Direksi menyampaikan : —————-===-——-=

2. laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya————--—-———

Persercan untuk mendapatkan persetujuan RUPS; —-----—-——-

- *"“*—'*--uLﬂlHtufuﬁiuiﬁaﬁdiiiill.‘5
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T

mempunyai saldo laba yang positif; -——-eemmemmeom e

Selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf (a), =----——-
(b) dan (c) ayat ini, RUPS Tahunan dapat membahas —--——---
agenda lain sepanjang agenda tersebut tersedia ————----——-
sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai ------
dengan penyelenggaraan RUPS dan dimungkinkan ——————-—————
berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang --———-
undangan, ————=—==mmeme e mm———————
Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, —==--==———-—
Berarti memberikan pelunasan dan pembebasan-----——————=-—=--
Tanggungjawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi -----
Dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan-—-——--—--
yang tEl&ﬂ dijalankan selama tahun buku yvang lalu, —=--—--—--
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan---------
tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan------
tindakan pidana lainnya. ---————————————= o
Penyelenggaraan RUPS dapat pula dilakukan atas —————-—————
permintaan Dewan Komisaris dan/atau seorang atau ———----—-
lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit -----—-—-
1/10 (satuper sepuluh) dari jumlah seluruh saham -——-----
yang telah ditempatkan oleh Persercan dengan hak ————----
suara, yang diajukan kepada Direksi dengan surat ------
tercatat disertai alasannya sebagaimana diatur ————----

dalam Peraturan Pasar Modal, ====—c— oo .

Apabila permintaan RUPS dilakukan oleh pemegang-------———-
saham sebagaimana tersebut di atas, Pemegang saham -———-

tersebut dilarang mengalihkan kepemilikan----———-———————




sahamnya dalam jangkawaktu paling sedikit B ———=—--———uvo
fenam) bulan sejak RUPS jikapermintaan ~——————————===——==
penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau —————==--

Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. —-=-----

8. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu —---—-—-
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan —--—=-=-—-—---
memutuskan mata acara rapat, dengan memperhatikan ———---—-
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. --—-----
5. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan -———— ——
DalamRUPS dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris; =-------
Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah ——————
terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga ————=--———-
tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi —-—------

dalam RUPS. —————r—m===-= e e —— e e

1. RUPS dapat diadakan di : -~

a.-tempat kedudukan Persercan; - —————————— .
b.-tempat Perserocan melakukan kegiatan usaha —=-=-—-—-————-_
Utamanya; ~~————— === e — e m————— g i
¢.=-ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau --=----—--

tempat kegiatan wsaha utama Persercan; atau-----—-——---

d.-provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham
Perservan dicatatkan. ——=———~—=mm oo __
RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c dan d ---—-—-
diatas wajib dilakukan di wilayah Negara Republik —------
Indonesia dan wajib ditentukan oleh Persercan, —--—-—————__
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan ——-———————__
pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK, paling -———-——-

lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS ———-——-
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‘3.

dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. —-
Paling lambat 15 {(limabelas) hari sebelum --————---=————-
dilaksanakannya pemanggilan RUPS dengan tidak -----------
memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal ————-————-
p:manggilan, Persercan wajib melakukan pengumuman -------
RUPS kepada para Pemegang Saham bahwa akan ~———————-————-
diadakan pemanggilan RUPS dengan cara memasang —————————-
Iklan sekurang kurangnya dalam 1 (satu) surat =--—————--
kabarharian berbahasa Indonesia yang berperedaran --———-
nasional, situs web Bursa Efek dan situs web -———-=----—----
Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing -——————-—
dengan ketentuan bahasa asing vang digunakan --—-——-—-------
paling kurang Bahasa Inggris. Bukti pengumuman RUPS —-——--
sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada OJK —-—--—--—

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman ———--

Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling ——----==-=--
lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal -==-—————-
RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal —-—--—————------
pemanggilan dan tanggal RUPS dengan cara memasang —-—--—--
iklan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar ————-
harian berbahasa Indonesia vang berperedaran —-----—————-
nasional, situs web Bursa Efek, dansitus web ——————=—--—-
Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing -------
dengan ketentuan bahasa asing vang digunakan —------————-
paling kurang Bahasa Inggris. Bukti pemanggilan ——-———-
RUPS sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada -————-
OJKpaling lambat 2 (dua) hari kerja setelah-----=--=-=-==
Pemanggilan RUPS. ===e=———m e e e e

Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, ——-—-




waktu, tempat dan acara rapat, dengan disertai --—--——————
pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan -----—----
dalam rapat tersedia di Kantor Perserocan mulai ————————_
dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan-----————-
tanggal rapat diadakan, kecuali diatur lain dalam -~--————
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; -----
6. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling —-———--———-
lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua--————————————__
dilangsungkan dan disertai informasi bahwa RUPS —~—————
pertama telah diselenggarakan tetapi tidak ——————==——oo___
mencapai kuorum. RUPS kedua dilangsungkan paling ——~—-———
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 {(dua -=--=-=--=
puluhsatu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan. —-———-
7. Usul dari Pemegang Saham harus dimasukkan dalam —-————————
acara RUPS apabila: ————— o L __

a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara--——~--——-

tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) peEmMegang —~—————
saham atau lebih yang mewakili sedikitnya 1/20-~———=-
[satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah-—---————-——_
Seluruh saham dengan hak suara; ——=--—————=mme-e——u_____
’b. usul yang bersangkutan telah diterima ocleh————=——c—o——-
Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum--=-——-—-
Pemanggilan RBUPS: ————————smma e i
‘C- Usulan mata acara rapat yang diusulkan---—-—-—-——————___
Dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan---———-

kepentingan Perserpan, menyertakan alasan dan ~——-—--

bahan usulan mata acara rapat, dan tidak-————-——————°=_
bertentangan denganperaturan perundang ———————=———=un
IRdangan ., ——— === e —————— e

8. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris ——----
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‘9.

10.

11,

vang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. ————————m—mmmcer————

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada--------

Atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak-----————-

Perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin------
Oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk-------——-
Cleh Direksj.--————===-c————— e
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau —=—====—————-
Anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, -----
REUPS3dipimpin oleh pemegang saham yang hadir -——-------—-
Dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. ———-
Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk ———------
OlehDewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan -——--—--
atashal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS ———--—-
dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak
mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan
oMl Sar g, —m s e
Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai ---------
benturan kepentingan,maka RUPS5 dipimpin oleh salah satu
Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. - ——————————====—-
Dalam hal Direktur yang ditunjuk oleh Direksi tersebut ——
mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan --——-———
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota --
Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. --———-
Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan —---————-
kepentingan, maka RUPS dipimpin ocleh salah seorang ————-—
pemegang saham bukan pengendali yang ditunjuk oleh ======

para pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS, -————-

a. RUPS5 dapat dilangsungkan apabila dihadiri olehm -——---




pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 ———————=——
(satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham - ———----
dengan hak suara yang sah yang telah -——-——-————————————
dikeluarkan oleh Persercan, tanpa mengurangi ---—————-—
ketentuan.lain dalam Anggaran Dasar, -————-———=——=—=Zooo

Dalam hal kuecrum sebagaimana dimaksud pada ayat ————-—-—

(1) huruf (a) tidak tercapai, dapat diadakan----------
pemamggilan RUPS kedua. -—————————— oo
Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan --------

bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak---—-
mencapai kuorum. ==—-——-———
RUP3 kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ——-——————
huruf (b) sah dan berhak mengambil keputusan ———----—-
yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham —————-
yang wewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) ------
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ----————-_
suara vang sah vang telah dikeluarkan oleh -———===--
Persercan. ——— - T e L
Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud -—-——
pada ayat (1) huruf (d) tidak tercapai, Persercan ---—-
capat memohon kepada OJK agar ditetapkan Kuorum —--—---
kehadiran, jumlah suara untuk Pengambilan ——-—-——————~__
keputusan,pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS -
untuk RUPS ketiga, ==—=-=—c o o
Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa ------
RUFS kedua telah dilangsungkan dan tidak —-—=-=-————~__
mencapai  kuorum dan RUPS ketiga akan ------———————=——_

dilamgsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan —-—-—
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dan mempunyai kekuatan hukum vang tetap. -———-——-—7——-
‘h. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka --------
waktu paling lambat 7 {(tujuhd hari sebelum-——-——-——-
RUPS kedua dilangsungkan dengan tidak ---------—-=——--—-
Memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
i. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling —--
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 -——=—-——-
(duapuluh satu) hari setelah RUPS yang Mendahuluinya -

dilangsungkan, ——=———=—— o e

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham ——=----
lain atau orang lain dengan surat kuasa; —--------——————-
Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam --————-
bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi ---------——--—-
Persercan, dengan tidak mengurangi ketentuan undang ————-
undang dan peraturan perundang-undangan yang —-----—-—-—---
berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukam ---———-
kepada Direksi sedikitnya 3 (tiga) hari kerja --———————-
sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan. ======-e=e=------
3. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan -----———-—-
wewenangnya untuk hadir dalam RUPS sesuai dengam —-————-—-
persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau --——-——==---
Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS, demgan ———-—-—
Ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek ———-——-
diTndonesia, harus mengindahkan peraturan perundang —--—--
undangan dibidang Pasar Modal di Indonesia. ------- R
‘ 4. FKetua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk ---——-
mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya - -—————-——-

pada waktu RUPS diadakan. ——=——======m e

‘ 5. Dalam RUPS, tiap saham memberikam hak kepada pemiliknya -
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untuk mengeluarkan 1 (satu) suwara. —————=========c————u--
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan ——-
Persercan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun -
suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUP3 —-----
tidak dihitung dalam pemungutan suara. ——————======—-———-
Pemungutan suara mengenai diri orang harus secara ———=---
tertulis tetapi tidak ditandatangani dan harus -------——-
dimasukkan secara tertutup, kecuali jika Ketua ---—-——-—--
Rapat mengizinkan pemungutan suara dengan cara lain, ---—-
jika tidak ada pernyataan keberatan darl secrang =------—-
yang hadir yang berhak mengeluarkan suara. ———————————-—=
Femungutan suara mengenai hal-hal lain, harus -------———-
secaralisan, kecuali jika para pemegang saham yang ------
mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari —-———--——-—-
jumlah saham Perserocan yang telah dikeluarkan ----------
meminta pemungutan suara secara tertulis atau rahasia. --
Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah -------—-——-
untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan ---------
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka —————————--
keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara —---------
sebgaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, -----—--
RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek -—————-—uuu-
Bersifat Ekuitas) dilakukan dengan mengikuti ketentuan —-
sebagai berikuwt: ---—»------o»so————————————_
a. Dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua)} bagian-----—-
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ----———-===-=
hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah ----
jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) -———
bagiandari seluruh saham dengan hak suara yang ———-——-—

hadir -dalam RUPE: - ————————— i




10.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam --————— &

Huruf(a) di atas tidak tercapai, maka RUPS ---

Kedua adalah sahdan berhak mengambil keputusa

n —————=—

Yang mengikat apabila dalam RUPS paling sedikit ——----

1/3(satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh -

Saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan -----—--

keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh

lebih dari 1/2 (satuper dua) bagian dari -----

jumlah seluruh saham denganhak suara yang hadir —--———--

dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam ———-

Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang ---

undangan yang berlaku, ——=====—c————e_________

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ---

sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) di atas -

tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan -----————--

dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak --

mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang ---——-

saham

kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ---

ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Penetapan OJK mengenai kuorum RUPS dimaksud --

dari saham dengan hak suara yang sah dalam-——-

RUPS untuk perubahan anggaran dasar Persercan Yang ---—-

Manusia,

dilakukan dengan ketentuan sebagail berikut:

d.

memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan -

RUFS dihadiri oleh pemegang saham yang —--

‘Mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga)

memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi -----—-

kecuali perubahan anggaran Dasar dalam rangka —-




11.

bagian dari Fjumlah seluruh saham dengan hak -----
suara yang sah dan keputusan adalah sah ===—-———---
jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per ——----
tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak ----—---
suara vang hadir dalam RUPS; —-———---—-———————- il
b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana - ——--------
dimaksud dalam sub (a) di atas tidak ====--—-———=--
tercapai, maka dalam RUFS kedua, keputusan -----
sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang ----
mewakili paling sedikit 3/5(tiga per lima) -------
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ------—
suara vang sah dan disetujui oleh lebihdari ------
1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh --—————=-==
Saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; --—--
Dan dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana ———=---
dimaksud dalam sub (b} di atas tidak ————————_—__
tercapai, maka atas permchonan Persercan, =-----
kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara ———=---
untuk mengambil keputusan,pemanggilan, dam ———=---

waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan ocleh OJE. ——

RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau ———-—--———-
menjadikan jaminan utang kekayaan Perserocan yang -—---—---
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) —-————————__
jumlah kekayaan bersih Perserocan dalam satu - ——————-—- RS
transaksi atau lebih baik vyang berkaitan satu sama-----—-
lain maupun  tidak, penggabungan, peleburan, —-—-————————__
pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permchonan —————-—————
agar Perseroan dinyvatakan pailit,perpanjangan —-----——-
jangka waktu berdirinya Persercan, dan pembubaran, ---

dilakukan dengan ketentuan sebagaiberikut: ———————=—=————




__(éf_-ﬁﬁig_dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili----——-
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari------
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah---———-
dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh-—————-
lebih dari3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh-———
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; —--————
b.dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud------
dalam sub (a) diatas tidak tercapai, maka dalam-—--——-
RUFS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh ——---
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3-----—-
(dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham---—----
dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh---------
lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh--
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan—-——-
¢.dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud------
dalam sub (b) di atas tidak tercapai, maka---——-----
atas permohonan Persercan, kuorum kehadiran, ----——-
jumlah suara untuk mengambil keputusan, —=-=--=-—====————
pemanggilan,dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan

O Y T e e e e e L e o e e

12. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan -
kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)

Anggaran Dasar ini, dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut : === ————_—— e

a. pemegang saham yang mempunyal benturan-------————————-

kepentingan dianggap telah memberikan keputusan —-—-—-
yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh --———-
pemegang saham independen yaitu pemegang saham ————--—-
vang tidak mempunyai benturan kepentingan atas ———————

transaksi tersebut (selanjutnya disingkat -—-————————-




“"Pemegang Saham Independen”); -—---=-—————————=====_—
b. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen---------
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) ---—--- e,
bagian dari  jumlah seluruh saham dengan hak ------—-
suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang —-——-—-- -
Saham Independen dengan tidak mengurangi ketentuman --—-
ayat (1) pasal ini, dan keputusan tersebut diambil —--
berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham —------—-
Independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per ———-
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ----——
suara yang sahyang dimiliki olehseluruh Pemegang —----
Saham Independen; - ————=— e
c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksuddalam sub--———— -
(b) di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS ——-------—=
fedua keputusan sah apabila dihadiri oleh =—=——————— saxe
Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih ------
dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh ----
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki-----—--
Pemegang Saham Independen dan disetujui lebih ------
dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham ----—-
yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang —--------
hadir/diwakili dalam T 3 e e i S 0 £ ST
d. dalam hal kuorum dalam rapat kedua tersebut-—-———--- =
juga tidak terpenuhi, maka atas permchonan ————=-----—-
Persercan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk —----—--
mengambil keputusan, pemanggilan dan wakty -——————— ==

penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh OJK. ———-—-

e. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham
selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS

harus memenuhi syarat sebagai berikut : —————=—==-———o_

RS —— ¢_



--hal tersebut berhubungan langsung dengan salah -———-
satu acara RUPS yang bersangkutan; dan -—————————————-
-—hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih -----
pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili ———--
sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh --

saham Perserocan dengan hak suara yang sah. =====-=——-———-

13. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS ---
namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap ----———-
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas ————-

pemegang saham yang mengeluarkan suara., ——-———————————————

l.-Perserocan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang------———-
terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi ---
atau lebih, seorang diantaranya diangkat sebagai -----———-—
Direktur Utama dan Direktur. ——————————— oo
2.-Anggota Direksi diangkat cleh RUPS, untuk jangka------—-——-
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang ----- ———
mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUBS ———————--
pada akhir 1(satu) periode masa jabatan tersebut —--------—
dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk —————————=————
memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. —-———
Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai -------
anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir —-————----
dapat diangkat kembali sesual dengan keputusan RUPS. --—-—-
3.-Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang------ i
persecrangan vang memenuhi persyaratan pada saat ----———-
diangkat dan selama menjabat: ———— -

a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; ——
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[b. cakap melakukan perbuatan hukum; ——======——— o _

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan-------—-
selama menjabat:-————--————— e e e e
1. tidak pernah dinyatakan pailit; =-———-—-——————————

2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau --—--

anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan -——————- -
bersalah menyebabkan suatu perusahaan ---—------—
dinyatakan pailit; —————————mmmmmmm e
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak ----—-
pidana yang merugikan keuangan negara ——————————--

dan/atau vyang berkaitan dengan sector keuangan; -

‘4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau ----
anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: ———-
a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; -——

b) pertanggungjawabannya sebagai anggota -------—-—

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris -———--
pernah tidak diterima oleh RUPS atau-—-————-—-- -
pernah tidak memberikan pertanggungjawaban -——
sebagal anggota Direksidan/atau anggota ====-—-
Dewan Komisaris kepada RUPS; dan --———————————-
c) pernah menyebabkan perusahaan yang mempercleh -
izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK ——
tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan

tahunan dan/atau laporan keuangan kepada ----

‘d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-
undangan; dan---—-=-————————— e
‘E- memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang

dibutuhkan Perseroan. —====—==cemm———— e e e
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I4,+Eemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas--——---

wajib dimuat dalam surat pernvataan dan disampaikan --——-

kepada Perseroan; —-——-—-—====-————m=mmmmme—e—

‘5.—Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:---------

a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu)--=---————

Jperusahaan publik lain; ————==== e
b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) --
perusahaan publik lain; dan/atau-—-——==-cec
€. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di-
perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga--———-
menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota --—-——===

Dewan Komisaris.----——--===---o . .

RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi ——---————-
Jabatan anggota Direksi yang diberhentikan —————e—c———e—
berdasarkan ayat(2) Pasal ini atau bilamana ada ----—====
suatu lowongan,dengan tidak mengurangi ketentuan ------—--—
ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini. —=—-—-——————ce-—oe—o—_
Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota —--———---
Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) ———-—==-=--
Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang —-—-——-—
yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi —--———-—-
yang ada,harus diangkat untuk jangka waktu yang ==—-——===
merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya ---
yang masih menjabat, ——==-———
Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong,
RUPS harus diadakan selambiat-lambatnya dalam jangka ——-——-—
waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, ———-

untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ----—----




9. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan ---------
Anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 —————-
{enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan -----—————-o
tersebut harus diselenggarakan RUP3 untuk mengangkat --
Direksi baru dan untuk sementara Persercan diurus -------
oleh Dewan Komisaris, ---=-—-=--- oo .

10. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ————-—————

jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -——-----~
kepada Perseroan paling lambat 60 (enam puluh) ————=———-—-
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Persercan —-—--
wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan - ————-—————
permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang ---——-——-
bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat %0 ———-————-
(sembilan puluh) hari setelash diterimanya pemberitahuan -
secara tertulis tersebut, —————————
Dalam hal Persercan tidak menyelenggarakan RUPS -——~—————
dalam Jjangka waktu tersebut maka dengan lampaunya ~———--
kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota ———~-————-
Direksiyang bersangkutan menjadi sah dan anggota ----
Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya ----
tanpa memerlukan persetujuan RUPS dengan ===—-—————————____
ketentuan apabila pengunduran diri rersebut —————————————
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang ————-
dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut -----
sah apabila telah ditetapkan cleh RUPS dan telah ------
diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi ---
persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. Terhadap —-——-
anggota Direksi yang mengundurkan Diri tersebut tetap ---
dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota -

Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga -----
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‘12.

tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi. —---
'abatan anggota Direksi berakhir dalam hal t==-=-cceecee——o
a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah---———————===-=

pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; ——-

b. tidak lagi memenuhi persyaratanm peraturan perundang-

undangan yang berlaku; atau-——--——----——————-—————-— T
c. meninggal dunia; atau-----==----——-—o—
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau---—---—
e. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (10) Pasal---

‘ini: atag-------——---——— o et
f. masa jabatan telah berakhir.--===cccommmmmee -
Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara -———-
waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak —=-=-=
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat ———-—
indikasi melakukan kerugian bagi Persercan atau ---------
melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang ——----—-—-
mendesak bagi Persercan, dengan memperhatikan —-----———-
ketentuan-ketentuan sebagai berikut: ==————commme oo
a. keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian-----
sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan—-—--
tata cara pengambilan keputusan Rapat Dewan--—-—---———-—

KOmMiSaris; ————===== e e e e e

b. pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan
secara tertulis kepada vyang bersangkutan disertai
alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan
tembusan kepada Direksi; —-—-—————-—

c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf-----——-
{(blJayat ini disampaikan dalam waktu paling----——————-

lambat 2(dua) hari kerja setelah ditetapkannya--—-——-—---




pemberhentian sementara tersebut;-—-————--—--=—=-== ——————
‘d. anggota Direksi yang diberhentikan sementara---------
tidak berwenang menjalankan pengurusan-—--—--—-—--—--—-—--——————
Persercan serta mewakili Persercan baik di dalam-----
maupun diluar pengadilan; --------——"—""""—""""""“""+~———~——
e. dalam jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan--—------
puluh) hari kalender setelah pemberhentian-----—------
sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS-=--————-
yang akan memutuskan apakah mencabut atau---———------
menguatkan keputusan pemberhentian sementara-----———-
tersebut;} ———=-—m——— -
‘ f. dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (e)-~-----
ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan--------

diberi kesempatan untuk membela diri; -——-——————=-—————

‘q. dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari---————

|telah lewat, RUPS sebagaimana dimaksud pada-————===--
huruf (e) ayat ini tidak diselenggarakan atau-------
RUPS tidakdapat mengambil keputusan, maka ——————-----
pemberhentian sementara tersebut menjadi batal, ------
dan Direksi yang bersangkutan wajib melakukan ---——-

tugasnva kembali sebagaimana mestinya. —————————~————-

13, Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara ———--—-—

sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak berwenang: ----

a. menjalankan pengurusan Emiten atau Perusahaan-------—-
Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan-----—-
Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten--------
Atau Perusahaan Publik; dan----==--—--------—-———no
‘b. mewakili Emiten atau Perusahaan Publik di dalam-----—-

maupun di luar pengadilan.------—————"""""—"""""""~————

Ild.Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ----————-




Ayat (13) berlaku sejak keputusan pemberhentian ———---———-
sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan : ———-————-

a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau=---—-—----

membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana-----—-
dimaksud pada ayat (12) huruf (e); atau------—-————==x
b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada —----

ayat (12) huruf (g).--=-=——-————mmmmmmmme

——————————————— TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI —------—oooom

1. Direksi berhak mewakili Persercan di dalam dan di —---———-
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala ----—-—=---
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan —-—-—--
pihak lain dengan Persercan, serta menjalankan —-=-=—---——--=-
segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusam —-------
maupun kepemilikan sesuai maksud dan tujuan ------———=—-=-
Ferseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: ---

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama---—-—-—--=—=———-

Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perserocan --
di Bank);——=—mmmmm e e
‘b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta------—--—-—
pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar----
Negeri; —————— e ———— T
’c. membeli aset berupa barang yang tidak bergerak dan--

perusahaan-perusahaan, kecuali aset yang merupakan---

‘d. menyewa dan/atau menyewakan harta Persercan, ————---——-—

kecuali yang dalam rangka kegiatan usaha Perserocan——-—

sehari~hari;-----------mrvc -
e. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak---——--——-
hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan—------




4.

{yang bukan merupakan inventery) atau menjaminkan---
harta kekayaan Perseroan;----——-—=——-—--—————————=~—=z==

f. mengikat Perseron sebagai penanggung hutang; -——-~————-
- harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan----—-———-
Komisaris Persercan, untuk nilai transaksi -----————--
dibawah 50% dari total aset Perserocan, sedangkan -----
untuk nilai transaksi diatas 50%dari total aset --————-
Persercan,wajib mempercleh persetujuan RUPS, dengan --
tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang ----
undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas -

pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. ————————————--—-

Ferbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, ———-
Transaksi Afiliasi, dan Transaksi Benturan -----—-—-————-—-
Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ----—————-
peraturan perundang-undangan di bhidang Pasar modal, -=-=---
dan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dari ----
RUFS Persercan adalah dilakukan sesual dengan —=-=-=-=—————-
sy: rat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan ——------
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. —
Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi -——-—--
yang memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi ----——--
anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang —————====-
saham utama,dengan kepentingan ekonomis Perserocan, —-----
Direksi memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan ----—-———-
suara setuju lebih dari separuh dari pemegang ------———-—
saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan —--———-----
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (12) ~-----
di atas dan sesuai dengan peraturan perundang —-——-—~-———--
undangan di bidang Pasar Modal., - —————————————————~—————

a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak--—------




(Wil

untuk dan atas nama Direksi serta mewakili-----—--————-
Perseroan, ——————==—m e
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau------—————-
berhalangan karena sebab apapun juga, yang--—————----
tidakperlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ------ SR
maka 2 (dua) orang Direksi lainnya berhak dan---—-—----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi--—-———

serta mewakili Perserocan., ---———————-

c. Direksi wajib meminta persetujuan BUPS untuk: ————----
mengalihkan kekayaan persercan (yang bukan merupakan —
persediaan); atay ————=-—m s m e

a. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; ——-—-—-———-
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen)dari
jumlah kekayaan bersih Perseroan, —-——--—————————cu—__
dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal . —————m===

Dalam hal Persercan mempunyai kepentingan yang —-—————=----

bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang ---------

anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh ------
anggota Direksi lainnya yang ditunjuk ocleh Rapat —------——-

Direksi dandalam hal Persercan mempunyai ————-—-—-—==———-——-—-

kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan —------

seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perserocan ---
diwakili oleh anggota Dewan Komisaris —---——————— . __

yang ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris, i o

dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan —------

yang berlaku. —-——————-=me——— e

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS3 sebagaimana ------

dimaksud dalam pasal 11 ayat (11)Anggaran Dasar ini dan -

sesual dengan peraturan perundang-undangan dibidang -----

Fasar Modal, untuk mengajukan kepailitan Perserpan. -----




Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota ———————=—————
Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut ---—---
oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.--——-—-
Ketentuan mengenal Tugas dan Wewenang Direksi yang ------
belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada -—~----—--
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang Pasar -—-——==--—
Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan---—-—--—————

lainnya yang berlaku. ——--———mmmmmmm e

Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara ——-—-———=————_
Berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap ---—--—--
bulan dan dapat dilakukan setiap waktu: ——————===——ccmoo__
4. apabila dipandang perlu oleh secrang atau lebih-—--—-—-
anggota Direksi; —————————mmmm .
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih ————-

anggota Dewan EKomisaris; atau--—-—-—--——————=oco_____

C. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang ———-—————

!

I
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih =—=-—a-_

atau lebih pemegang saham yang bersama-sama-----——---

darijumlah Seluruhsaham dengan hak suara yang sah. ---
Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama dengan —--
Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit ————=—————-
1{satu)kali dalam 4 (empat) bulan. ——====—— -
Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana ——--————==-

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, ———=—=——o

untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun —---——-—--
buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta--—-—--—--
paling lambat5 (lima) hari sebelum rapat —————————=————=u
diselenggarakan., —————=————mmmme e
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Dalam hal terdapat rapat vang diselenggarakan di =e—-—==--
luarjadwal yang telah disusun, bahan FApat ——=msm—mmm
disampaiksn  kepads peserta rapat paling lambat ———--—--
sebelum rapat diselenggarakan. — - m e e
Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota ————-——-
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama ——-————
Direksi menurut ketentuan ayat (3) Pasal 13 di atas; ———~
Apabila anggota Direksi tersebut tidak melakukan —————— _

Panggilan dalam wakru 3 (tigal hari sejak ———-———____ ==

P Permintaandisampaikan atau sejak lewatnya batas —=——-—w—-—-

wakru yvangdijadwalkan untuk rapat Direksi, maka ————------

panggilan gilakukan aleh anggota Direksi lainnya. —--—---—-
Femanggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat —-———--—
tercarat atau dengan surat vang disampatikan =—————w——r—o——
Langsung kepada sdetiap anggeta Direksi dengan ---——-——-- -
nendapat tanda Terima paling lambat 3 {tiga) hari =-—-——-——
sebelum rapat diadakan, dengan tidak —-————— L ________
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ----
Fanggilan rapat itu harus mencantumkan hari, ~————-———a——
tanggal,waktu, tempat dan acara rapat, ———-——
Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan - ————-———— .
FPersercan atau tempat kegiatan usaha utama Persercan. —--
Apabila semua anggota Direksi hadir atas diwakili, ——~---
pemangygilan terlebih dahulu trersebut tidak disyaratkan ——
dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun dan berhak---
mengambil  keputusan vang sah dan mengikat. —————~ecmem——
Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Ctama, dalam -—————-
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atay berhalangan----
¥ang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka -

rapat Direksi harus dipimpin oleh salah Zecrang anggota
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Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut. ———-
|E+ Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat ————--—
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan --
surat kuasa. ——— == s s
‘9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ————-—————=
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 -===--——=--
{satu per dua)bagian dari jumlah anggota Direksi ——————-
yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat. -

Keputwsan rapat Direksi harus diambil berdasarkan ————-——-—

‘10
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, -------
makakeputusan diambil dengan pemungutan suara ---———-— —-———=
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih --—--———-
daril/Z2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara ----———-——-—
yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. ———-——————====o———o
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ————————

berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. ———-—

12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ———-=----——--

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1--————————-
(satu) suara untwk setiap anggota Direksi lain---—--=
| yang diwakilinwa;—=-c——cmemmmma s s s o

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan--——————
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan —---——-—
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal ——-==-——--
lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat ----
menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan —----
suara terbanyak dari yang hadir; ———-----——————on__
C. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap---—---
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak --—---
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah ----

suara yang dikeluarkan. ——————————m-mmmmmmmm




13.

14.

Berita Acara BRapat Direksi harus dibuat oleh seorang
vang hadir dalam Rapat Direksi wyang ditunjuk oleh Ketua
Rapat Direksi dan kemudian harus ditandatangani oleh -—---
E+tua Rapat Direksi dan salah seorang anggota Direksi -
atau oleh salah seorang wakil atau kuasa anggota Direksi
yang ditunjuk untul maksud tersebut pada Rapat Direksi —-
bersangkutan guna memastikan kelengkapan dan kebenaran -
Berita Acara Rapat Direksitersebut. - ———-------cc———-
Bilamana ada perselisibhan mengenai hal-hal yang --—--———-—-
dicantumkan dalam Berita Acara Rapat Direksi, ————-——————-
maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat ====-——---=
Direksi dan keputusannya harus diambil berdasarkan -———-—-—
suara setujulebih dari 1/2 (satu per dua) bagian ---——--
dari jumlah semua anggota Direksi yang sedang menjabat. -
Berita Acara ini merupakan bukti yang sah baik ==------=--=-
untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ---————-
ketiga mengenai keputusan-keputusan yang diambil -------
dalam rapat yang bersangkutan. —--—-—————————mmm———om————
Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, tandatangan ---
demikian tidak disyaratkan. —————————=-=m—mmmmmm—————————
Berita Acara Rapat Direksi bersama dengan Dewan —----—-—--
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat —————-
2 wajib dituangkan dalam risalah rapat, Ditandatangani --
oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
dan yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota —-
Direksi dan anggota Dewan Komisaris, -———————-——————w————=
Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Anggota -----
Dewan Komisaris vang tidak menandatangani hasil rapat, ——
yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara ——-—-

tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada -——-
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risalah rapat. ——----—-—--————————————— e ——————
Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah —————---
tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuam ——————-
semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis -
dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai "
usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani
persetujuan terseput; --------—-———"—-"—=-------—————
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai ——-
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan -

sah dalam rapat Direksi. ----———--————-"-"-o--0c —-——=

Dewan Komisaris, terdiri dari sedikitnya 2 (dua) --------
orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antara —-———-—-
Dewan EKomisaris diangkat menjadi Komisaris Utama --—---——-—
dan 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota---
Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen, dengan —-

memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar ----

Ancogota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk -----—-
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak RUPS yang ---
mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang ----
kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan ——-
tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya ----———-
sewaktun-waktu dengan memperhatikan ketentuan ———=—=—===———-
peraturaan perundang-undangan yang berlaku. ———-——====———=
Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah ———=—=--
orang persecrangan yang memenuhl persyaratan pada ———-——-—
saat diangkat dan selama menjabat: - ————-========——c——aa__

a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; ---

5B
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b. cakap melakukan perbuatan hukum; -------"---————-————~
c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan---————-
selama menjabat @ ——===---mmmmm
.. tidak pernah dinyatakan pailit; ————————-—-- —————
2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau

anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah

menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; ——

3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak -----

pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau ———
yvang berkaitan dengan sektor kewangan; dan --——---
4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/fatau ———-
anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: ———-
a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; ---

b) pertanggungjawabannya sebagai anggota----———-—-

Direksidan/atau anggota Dewan Komisaris----=---
pernah tidak diterima oleh RUPS atau-----———-—-
pernah tidak memberikan------- - -« «—«— - ___
pertanggungjawaban sebagai anggeota Direksi —-
dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada--———-
BUES s dan === s e e i i S e
c) pernah menyebabkan perusahaan yang------------
memperclehizin, persetujuan, atau-----—-————————
pendaftaran dari OJK tidak memenuhi —-———---===
kewajiban menyampaikan laporan tahunan--------

dan/fatau laporan keuangan kepada QOJK. ———=-----—

|d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan-----------

perundang-undangan; dan—————————————————————==———

‘e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang vang

dibutuhkan Perseroan. ————————====— -

’4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ————
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ayat (3), Komisaris Independen wajib memenuhi ————————
persyaratan sebagai berikut: -—————————————

a. bukan merupakan orang yang bekerja atau---------—- e

mempunyal wWewenang dan tanggung jawab untuk -—————---
merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau ————----——--
mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam —--—-————--
waktué (enam) bulan terakhir, kecuali untuk - ——————=--
pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen —----

Persercan pada periode berikutnya; -—=------—-——————- .

b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak-----
| langsung pada Perseroan; ——-—=———————m—=mm————o________

c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perserocan, ——

anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau-------

pemegang saham utama Perseroan; ————-—-—————————===—=————

Id. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun-—-
tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha --
o o e b R et e

‘ 5. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:

a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua)-------———-

iperusahaan publik lain; dan———=—==——=-—--"=-————___

|
b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2--—-—--———-

(dua) perusahaan publik lain,—===—=——=—————————e—ee__
Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap ——----
jabatan sebagal anggota Direksi, anggota Dewan ———————-
Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan —-—-—-
sebagal anggota Dewan Komisaris paling banyak pada ---—-—-

4 {empat) perusahaan publik lain., ————====mem—————o o L__

| 6. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi ———----———-

‘jabatan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan ------




berdasarkan ayat (2} Pasal ini atau bilamana ada ------
suatu lowongan,dengan tidak mengurangi ketentuan —-------
ketentuan lain dalam AnggaranDasar ini, ————————————cv
Secorang yvang diangkat untuk menggantikan anggota ——————--
De.ran Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat --——-
{2) Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau--------—-—-
seorangyang diangkat sebagal tambahan anggota Dewan ——---
Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu--—-—
yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan --—-—----=
Komisaris lainnya yang masih menjabat. -—--—————
Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan —-—----————
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 ————————====
(sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, —————-
harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan ------
itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan —-——--——-——-———-
perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. —————----- S
Orang persecrangan yang menduduki jabatan sebagai ———----
anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya —-—-—---——-—-

berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan -

Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis —----—-—-—-—
mengenal maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 90

(sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ——----

Persercan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan —-
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang
bersangkutan dalam jangka waktu Palinglambat 90 (sembilan
puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara ----

Certulis tersebut, ——————-=—= - e




Dalam hal Persercan tidak menyelenggarakan RUPS dalam —--
jangka waktu tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu
tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang
bersangkutan menjadi sah dan Anggota Dewan Komisaris ——--
yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa ———————-
memerlukan persetujuan RUPS, dengan ketentuan apabila ---
pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota --
Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka
pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan
oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris----
yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah

anggota Dewan Komisaris., ——————c—mmmmmmmmmmmmm o

Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan ------
diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan
pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris --
sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal ---

pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan Komisaris. —-——-

9. a. Komisaris Independen yang telah menjabat selama ——————

| 2{dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali
pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris-------—--
Independen tersebut menyatakan dirinya tetap------———-

independen kepada RUPS, ————m—mmmmmmmmm el

‘h. Pernyataan Independensi Komisaris Independen -—-——————-—
sebagaimana dimaksud ayat 10 huruf a Pasal ini ---———-
wajib diungkapkan dalam laporan tahunan, =—-—-——-———————__

c. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada ———-- e

Komite Audit, Komisaris Independen yang--—-———————————=
bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada --———-
Komite Audit untuk 1{satu) periode masa jabatan ------

Komite Audit berikutnya. ——=——————mm—mmmmmmmmmme




d.-Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal: --
dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan ----
berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau ----—- e
mrngundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat ———-———-—
{8)Pasal ini; atau tidak lagi memenuhi persyaratan ———
peraturan perundang-undangan; atau meninggal dunia;
atau diberhentikan karena keputusan RUPS; atau masa —-—

jabatannya berakhir. -==-===---———r—mmmemcc e ————

———————— TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -—-——-=---=-————

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan ——————-
bertanggung jawab atas pengawasan terhadap --——---—-------
kebijakanpengurusan, jalannya pengurusan pada ----————---
umumnya, baik mengenal Perserocan maupun usaha —————-—-————-
Persercan, dan memberi nasihat kepada Direksi. ===-=--- i
Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib ---—-——- -
menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya ———---——
sesual dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ----
peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. —==--———-—
Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas ----———-
dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan------- Fi
itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. ----
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan
tanggqung Jjawabnya sebagalimana dimaksud, Dewan Komisaris -
wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite -
lainnya. —~—— e e e e
Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap ----———-
kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan ————--
tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud setiap akhir -----

tahun buku, - Bt




’5. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara ———-—--
anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya. —=—-——=———__
' 6. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan —--—--

Persercan dalam hal seluruh Direksi mempunyai benturan —-

|

kepentingan dengan Perserocan. —-=-—-—m==——— oo ________ J

|

—————————————————— RAPAT DEWAN KOMISARIS -~ —————--———————___ |
———————————————————————— Pasal 17 --———--————mmem

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit —=—-—-- .

1(satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat diadakan---—-- ‘
setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh salah secrang--
KEomisaris atau atas permintaan tertulis seorang atay----- ;
lebih anggota Direksi. —————— e __ |
|
‘2. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama Direksi —--
secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam-----———

4 (empat) bulan. ——-—=mmem e ___

‘3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, sebagaimana ----

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, untuk-——-—-- 1
tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan --—-
menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5--
(lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. —--——————-e——___
Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di —---————-

luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan --

kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat —===m——__
diselenggarakan. - —————— oo

4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh ———=—ee——
Fomisaris Utama. Apabila panggilan dimaksud tidak ——————- h
dilakukan dalam jangka waktu 14 {empat belas) hari —----—
kalender =ejak dizampaikarnya permintaan untuk —====—e—__
diadakannya rapat Lersebut, maka anggota Dewan —--———-——_
Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakannya
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Rapat berhak untuk memanggil sendiri Rapat tersebut. -—-———-
5. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada
setlap anggota Dewan Komisaris secara langsung atau pun -
dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang -
la7ak, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat --
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal ------———-

pemanggilan dan tanggal rapat. ————-—=————————mmmmo—————

6. Pemamggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal,
waktu, tempat dan acara Rapat. —————--———————

7. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan---=--=--

Persercan atau tempat kegiatan usaha Persercan. -----————-
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atauw---------
diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut —————====-=
tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat----————-
diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan-----
usaha utama Perserocan atau di tempat lainnya----=---------
sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan=-----
rapat Lersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan -
mengikal, ===~
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, ———--
dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau---------
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak-
ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang----——-
anggota Dewan Komisaris, yang dipilih oleh dan dari----—--
anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut. -
‘ 9. Seorang anggota Komisaris lainnya dapat diwakili ----——--—-
dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang ———------

anggota Dewan Komisaris lainnyz berdasarkan surat -----—-




mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila------—-—--
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah-------—-
anggcocta Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir ———---—

atau diwakil dalam Rapat. —====——cc e

11. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil —---——-——___ {
berdasarkan musyawarah untuk mufakat, —————===c—————_ R
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ------—--
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -———-- ——
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per ———===-
dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan -
dalam Rapat. —————————===———uv B Tl e e R 2 S o

12. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ---

maka ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. --

13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir -——-————————_

berhakmengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 -———-
{satu) suara, untuk setiap anggota Dewan-—-----—-===——-——_-_ |
Komisaris lain yang diwakilinya. —=—=--————==eao——___ |
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-------
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, —-—----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal -———-- S
lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat ------
menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan ------
suara terbanyak dari yang hadir, ———======—=———eu___
‘c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap------
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak -—----
ada serta tidak dihitung dalam menentukan —---———————__

jumlah suara yang dikeluarkan. —————=====c—ae om0 ___

14. Berita acara rapat Dewan Komisaris harus dibuat —----—-———-
dan kemudian harus ditandatangani oleh ketua rapat ——--——-

dan salah seorang anggcta Dewan Komisaris yang--————- Foaoe
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ditunjuk pada rapat yang bersangkutan untuk =-=----——-———--
memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara —--——--
tersebut, -———-—————mm s
Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, —-—-—====-c-———-
penandatanganan tersebut tidak disyaratkan. —---—-——-—=—---
15. Berita acara rapat Dewan Komisaris vyang dibuat dan -————-—
ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat (13) ——-—-——--
Pasal 1ini akan berlaku sebagai bukti yang sah baik -———-
untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak —--——-
ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang --—-----——-

diambil dalamrapat yang bersangkutan. —————=— oo —_

16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan -----————-
yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, ----—-—-——-—
denganketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah —----
diberitahu secara tertulis mengenai usul yang ——————---—--
bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris ——-—--————-
memberikan persetujuan mengenai wsul yang diajukan ------
secara tertulis serta menandatangani persetujuan ----————-
tersebut, ————— ==
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian, —-—--—=-————-
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang ------

diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris. —----————-

———————————————————————— Pasal 18 -----——--emmem e e

1. Direksi wajib membuat dan menyampaikan rencana —-——--—--=

kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan----------
Persercan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat ——=-=--———-——

persetujuan, sebelum tahun buku dimulaj. ———=-—e-cm-eo

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat -—-————-—-—--=




{l)harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh)

Desember. Pada setiap akhir bulan Desember tiap--

tahun buku Perserocan ditutup. ======—---=-—-————-

hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-----
Tahum buku Perserocan berjalan dari tanggal 1 (satu) ~————=

Januari sampal dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) =--———--

3. Direksi menyusun laporan tahunan danmnmenyediakannya -—----—-

diKantor Perseroan untuk dapatdiperiksa oleh para

pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan
tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan--
penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS dalam jangka
waktu paling lambat € bulan setelah tahun buku---
Perseroan berakhir. - - e
4. Perseroan waj]ib mengumumkan neraca dan laporan —-
laba rugi dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa--—-

Indonesia vang berperedaran nasional setelah-----

120 (zeratus duapuluh) hari setelah tahun bukuy----

Pasar Modal ., ~————————— e

Laba bersih Persercan dalam suatu tahun buku seperti
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yan
telah disahkan oleh RUOPS tahunan dan merupakan saldo
laba yang positif, dibagli menurut cara penggunaannya

vang ditentukan oleh RUPS tersebut,---—--—===========

pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan-—---=---=

RUPS tahunan. Persetujuan laporan tahunan, termasuk--—-—---

Men lapat pengesahan RUPS tahunan, selambat-lambatnyg-----

berakhir, dengan tetap memperhatikan ketentuang yang-----

berlaku dalam peraturan perundang-undangan di bidang-----

g ———————



s

Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan - ——-—-—-—----
kemampuan keuangan Persercan berdasarkan keputusan-—-—-——-—
yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga ————-—
harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk ----- il
dividen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan---------
yvang berlaku di Bursa Efek diIndonesia di mana ===-—-————-
saham saham Perseroan dicatat;Dividen untuk 1 -===cecc————-
(satu) saham harus dibayarkan kepada orang atas nama------
Siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang-----—--——-
Saham pada hari kerja yang akanditentukan oleh atau------
atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk -------
pembagian dividen diambil; ——==——ccmmmmm e e
- Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi ——————-———
kepada semua pemegang saham; ——=—=====c oo o
—Pemberitahuan mengenai dividen diumumkan paling------———-
sedikitdalam 2 (dua) surat kabar berbahasa-=-—————cem===m
Indonesia, satu diantaranya berperedaran luas dan---————-
satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan —-—-----——--
sebagaimana ditentukan oleh Direksi dengan memperhatikan-
ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. ---—---
Dari laba sebelum dikurangi pajak penghasilan --—----—————-
dapat diberikan sebagal bonus kepada para anggota ------
Direksidan Dewan Komisaris vang besarnya akan ditentukan -
olehDireksi, dengan ketentuan bahwa besarnya bonus-------
tersebut tidak boleh melebihi 5% (lima persen).-----————-
Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku —-------
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup----—--—-—-—-
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap--=--=--
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi-------

dan dalam tahun buku selanjutnya Perserocan dianggap------




tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat -—-———----

dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu b

tertutup seluruhnya. ———-=———————--—mmm———m————

4. Direksi

berdasarkan keputusan Direksi dengan

persetujuan Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen

diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagi

dengan Ketentuan dalam Pasal 72 UUPT dan dengan
memperhatikan ketentuan perundang-undangan di --

bidang Pasar Modal. —————————rrsmomemm———me

FPersercan wajib menyisihkan sebagian laba bersihnya

untuk cadangan, sampal cadangan mencapai jumlah

20% (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan

dan disetor Perserocan, dan cadangan tersebut hanya-

interim apabila keadaan keuangan Persercan memungkinkan,

dengan ketentuan bahwa Dividen interim tersebut akan ----

kan ---——-

berdasarkan Keputusan RUPS tahunan berikutnya sesuai —---

boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat-----

ditutup dengan cadangan lain.-=—-—=—=eceee e —————uuw-

o

Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% —=--- ~

Perseroan.

digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah

cadanganyang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud --------
pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan------- {
oleh RUPS Harus dikelola dengan cara yang tepat --—-—-------

(dua puluh persen)

jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan

. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bel

dari jumlah modal ditempatkan -——-----

Dan disetor Persercan, RUPS dapat memutuskan agar ———---- ‘




menurut pertimbangan Direksi, setelah mempercleh-————-———--
persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan--—-

perzsturan perundangan-undangan yang berlaku. -=====-—====

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 21 UUPT,--=-------
pengubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS sesuaj---————-

dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar---------

e

Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan------====———-—-
Pemisahan diputuskan ocleh RUPS sesuai dengan peraturan------
perundangan undangan di bidang Pasar Modal dengan----————-—-—
memperhatikan ketentuan UUPT, Anggaran Dasar ini dan---——---—-
peraturan perundang-undangan lainnya. —-——-————————————s===-=

—————— PEMBUBARAN, LIEKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS ——--—-——-

Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya status badan hukum----
Perserocan diputuskan oleh RUPS sesuai dengan peraturan-———-—-
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan--------————-

memperhatikan ketentuan UUPT, Anggaran Dasar inj---—---=====-

—Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran-------—-——-—-—
Dasar ini, berlaku Undang-Undang tentang Perserpan---------

Terbatas dan Peraturan Qtoritas Jasa Keuangan serta—-—————-




peraturan perundang-umdangan lainnya yang berlaku.—----————-
-Segala sesvatu yang tidak atau belum cukup diatur-—----—---—-
Dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.--——-—-—--
-Akhirnya, penghadap bertindak sebagaimana tersebut di------

atas menerangkan bahwai--—-——-----" - e

seluruhnya sebesar........ Rp. 180.400.000.000, ~---——-
{seratus delapan puluh ———=====——em e ——
milyar empatratus juta ==—=—=——c——m———————

rupiah) . —=—-————

INTERNASTIONAL, sebanyak —---———————mm oo
1.476,000.000 (satu ———————=————————————_— . __
Milyar empat ratus tujuh ---—--——---———-"""--c o ___

puluh enam juta)lembar --------———mmmm——_—— . __

(seratus empat puluh ---— - __
tujuh milyar enamratus ---——————————==-———————

juta rupiah). ——===m——

- Sehingga seluruhnya --—-———————-m—mmmmm e ————— .

berjumlah 3:280. 000000 «—mmsmmmm s s S S S




{(tiga milyar duaratus delapan------—-—————-———————euuu——-
puluh. juta) lembar Saham-——=--—=——=-rrm—————————— e
atal ‘sebesar. . iviicaciiae s Rp.328.000.000.000, ——-—-
(Eigaratus duapululi-delapan=—=ossrsrms=sesaian s st
LIy SE TURIAR): s s e e R e e e S s A e

2. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk----———-

-~ Direktur Utama - Tuan ISHAK CHANDRA, tersebut di---

- Direktur : Tuan CHANDRA, lahir di Jakarta, --
pada tanggal duapulubh lima--=--——-
Oktober seribu sembilanratus-----
delapanpuluh tujuh (25-10-1987), -
Wiraswasta, bertempar tinggal ———-
di Kabupaten Tangerang, -————-—==---
Kecamatan Pagedangan, Kelurahan-—-
Lengkong Kulon, Cluster De Maja-—-
Blok E.Z20 Nomor 5 De Park BSD———-
City, Rukun Tetangga 002, Rukun--
Warga 005, pemegang MNomor Induk--
Kependudukan: 3173012510870008, --
Warga Negara Indonesia; -—---------
— Direktur : Tuan JOHANES L ANDAYAPRAMA, ——————
lahir di Yogjakarta, pada-———----
tanggal tiga Oktober seribu-—————-
sembilanratus tujuhpuluh dua-----

(03-10-1972), Swasta, bertempat--
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Direktur

Direktur

tinggal di Jakarta Barat, --------
Kecamatan Kali Deres, Kelurahan--
Pegadungan, Citra III Ext Blk----
&4.7/5, Rukun Tetangga 001, Rukun-
Warga 013, pemegang Nomor Induk--
Kependudukan: 317306031072008, —--
Warga Negara Indonesia;--——~--—-—==-=-
Tuan PIO HIZKIA WEHANTOUW, -—————
lahir di Manado, pada tanggal ----
duapuluh delapan Oktober seribu--
sembilanratus tujuhpuluh satu----
(28-10-1971), Swasta, bertempat--
tinggal di Kota Tangerang, ---—-—-—-
Kecamatan Cibodas, Kelurahan-----
Fanunggangan Barat, Jalan Kavling
Femda V Nomor 47, Rukun Tetangga-

001, Rukun Warga 003, pemegang-——-—

3671052810710018, Warga MNegara--—-
Indonesia s e
Tuan STANLEY SETIADI, lahir di---
Jakarta, pada tanggal tiga————
September seribu sembilanratus---
limapuluh empat--==-—————maa_____
(032-05-1954) ,5wasta, bertempat--—-—
tinggal di Jakarta Selatan, ----—-—
Kecamatan Kebayoran Lama, -=-----——-
Kelurahan Pondok Pinang, Jalan---
Finang Perak IV/PC.02, Rukun-----

Tetangga 013, Rukun Warga 016, ---
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pemegang Nomor Induk--————-—-===-——-
Kependudukan:3174070309540001, ---

Warga Negara Indonesia; —-—-—-———---

- Direktur Independen:Tuan YOHANES EDDY CHRISTIANTO, —--
lahir di Bandung, pada tanggal —-
tigapuluh April seribu sembilan -
ratus enampuluh dua ~——————————=-
(30-04-1962), Swasta, bertempat —
tinggal di Jakarta Barat, - ————-—
Kecamatan Kembangan, Kelurahan —-
Kembangan Selatan, Apartement ———
Puri Garden Unit 2717, Rukun —-—--
Tetangga 001, Rukun Warga 002, --
pemegang Nomeor Induk —=—===——=—-— s
Kependudukan: 232173083004629003, -

Warga Negara Indonesia; --=-----—-—

,E':m KOMISARIS : ———————==————————m =
’— Komisaris Utama: Tuan SEPTIAN STARLIN, lahir di---
Pangkalan Brandan, pada tanggal —-
tiga September seriby----———___ ==
sembilanratus tujuhpuluh enam----
(03-08-1976), bertempat tinggal —-—
di Jakarta Barat, Kecamatan Kebon-
Jeruk, EKelurahan Duri Kepa, Green
Ville Blok AW Nomor 33, Rukun—-----
Tetangga 007, Rukun Warga 014, -——
pemegang Nomor Induk----==-—--—=——
Kependudukan: 3173020309760007, --

Warga Negara Indonesia; ---———-- -

- Komisaris : Tuan Doktor, Insinyur MATIUS ---——




YUSUF, Magister Management, —-----
Master of Businesg==—=—==—==———c——a—__
Administration, lahir di Medan, --
pada tanggal duapuluh empat Mei--
seribu sembilanratus limapuluh--- PR
sembilan (24-05-1959)}, Dosen, -———-~
bertempat tinggal di Kabupaten---
Badung, Kecamatan EKuta Selatan, —-
Kelurahan Jimbaran, Jalan Jepun--
Lot Sakura Regency Nomor 12-—-————-
Lingk. Kalanganyar, Rukun--------
Tetangga 000, Rukun Warga 000, -—-
pemegang Nomor Induk Kependudukan

3174022405590001, Warga Negara-———

- FKomisaris I[ndependen : Tuan Doktor Insinyur Erman ----—
Suparno, Master of Business---—--—-
Administration, Magister Sains, --
Wiraswasta, lahir di Purworejo, —-
pada tanggal duapuluh Maret------ i
seribu sembilanratus limapuluh---
(20-03-1950), bertempat tinggal —-
di Kota Bekasi, Kecamatan-----—-—-—-
Rawalumbu, Kelurahan Bojong---———--
BRawalumbu, Kemang Pratama--------
Regency Blok D Nomor 1, -—-—--————-
Rukun Tetangga 009, Rukun-————----~
Warga 035, FPemegang Nomor-—---—----
Induk Kependudukan------—————-—-=~

3275052003500011, Warga Negara—-—-
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|Ind0nesia. _______________________

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran---—-
identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan--
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas--
hal tersebut dan selanjutnya penghadap menyatakan telah—--————

mengerti dan memahami isi akta ini.--———=-cccmmm e

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,---————-
pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut—-—------
pada kepala akta ini dengan dihadiri oleh :-———==-emmcc—mmo-
-Nyonya SUCI DWI LESTARI, Warga Negara Indonesia, lahir—---——-
di Jakarta, tanggal 3-11-1979% (tiga Nopember seribu---------
sembilan ratus tujuh puluh sembilan), karyawan Notaris,-—-—--—-—
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kebon MNanas Selatan-----
I1/5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan--------
Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta--—------—————
Timur, Womor Induk Kependudukan : 3175034311790002; dan-----
-Nyonya PUTRI JULIANA SANTOSO, Warga Negara Indonesia, -—---——-
lahir di Jakarta, tanggal 12-7-1990 (dua belas Juli seribu-—-
sembilan ratus sembilan puluh), karyawan Notaris, bertempat-
tinggal di Jakarta, Kemanggisan Pulec, Rukun Tetangga 001, ——-
Rukun Warga 009, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Pal Merah, ---
Jakarta Barat, Nomor Induk Kependudukan: 3173075207900011;-—-
keduanya yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi.-———-
-5egera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada-------
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani----
cleh penghadap, saksi-saksi dan =zaya, Notaris,————————c—————
-Dilangsungkan dengan memakai tiga perubahan, yaitu karena--

tiga coretan dengan penggantian.—————-—-—-————————mmmm——




-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya,-----————ma--

Hotaris di Jakarta Utara
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KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Menetapkan
KESATU

KEDUA

NOMOR AHU-0076262.AH.01.02.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk

: a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RUDY SISWANTO, SH sesuai salinan
akta nomor 37 Tanggal 27 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar
PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbhk tanggal 27 September 2019 dengan Nomor
Pendaftaran 4019092736261304 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk;

MEMUTUSKAN:

: Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk -
dengan NPWP 027513431416000 yang berkedudukan di KOTA TANGERANG
SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan
di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta
nomor 37 Tanggal 27 September 2019 yang dibuat oleh Notaris RUDY SISWANTO,
SH yang berkedudukan di JAKARTA UTARA.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki
sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan
dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 September 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 September 2019
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0181794.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 28 September

2019




LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0076262.AH.01.02.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk

1. Modal Dasar : Rp. 1.250.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 328.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Klasifikasi [Jumlah Lembar
“

ISHAK CHANDRA DIREKTUR UTAMA 0
CHANDRA DIREKTUR - - 0
JOHANES L. ANDAYAPRANA DIREKTUR - 7 0
PIO HIZKIA WEHANTOUW  DIREKTUR - = 0
STANLEY SETIADI DIREKTUR = . 0
YOHANES EDDY DIREKTUR - 5 0
CHRISTIANTO INDEPENDEN

SEPTIAN STARLIN KOMISARIS UTAMA = -

DR. IR. MATIUS YUSUF, MM. KOMISARIS & -

MBA.

DR. IR. ERMAN SUPARNO, KOMISARIS = = 0
MBA., MSI. INDEPENDEN

PT. INTAN INVESTAMA BADAN HUKUM < 1.476.000.000 Rp. 147.600.000.000
INTERNASIONAL

PT. KUNCI DAUD BADAN HUKUM - 1.804.000.000 Rp. 180.400.000.000
INDONESIA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 September 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 September 2019
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0181794.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 28 September
2019

Susunan Pemegang Saham Peseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai
Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
JI. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
PENGAYDMAN Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0338645 Kepada Yth.
Notaris RUDY SISWANTO, SH .

JL. PARANG TRITIS | NOMOR 18
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan JAKARTA UTARA

Perubahan Anggaran Dasar
PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Thk

Lampiran :

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi
Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 37 Tanggal 27 September 2019 yang dibuat oleh
Notaris RUDY SISWANTO, SH , berkedudukan di JAKARTA UTARA, beserta dokumen pendukungnya,
yang diterima tanggal 28 September 2019, mengenai perubahan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8,
Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal
19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Thk,
berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem

Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 28 September 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 September 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0181794.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 28 September
2019

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
JI. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
PENGAYDMAN Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0338646 Kepada Yth.
Notaris RUDY SISWANTO, SH

JL. PARANG TRITIS | NOMOR 18
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan JAKARTA UTARA

Perubahan Data Perseroan
PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Thk

Lampiran :

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi
Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 37 Tanggal 27 September 2019 yang dibuat oleh
Notaris RUDY SISWANTO, SH , berkedudukan di JAKARTA UTARA, mengenai perubahan Direksi Dan
Komisaris, PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk, berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN,

telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 28 September 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 September 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0181794.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 28 September

2019

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara
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